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Kebijakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam Penentuan Nilai 
Jual Atas Tanah Dalam Bea Perolehan HaR Atas Tanah dan Bangunan Di Kota 

Semarang 

Kebijakun DPKAD Kota Semarang dalam melakukun verifkusi dan validasi 
untuk menentukun nilai pasar dari obyek pajak yang diperalihkun menimbulkan 
berbagai permasalahan, ha1 ini berkuitan dengan kepastian hukum dalam ha1 
peralihan hak atas tanah dun bangunan. Kinerja DPKAD beserta unsur-unsur yang 
terkait di dalamnya merupakun faktor terpenting dalam implementasi kebijakan 
pemungutan pajak BPHTB ini. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan DPKAD Kota 
Semarang dalam penentuan nilai jual atas tanah dalam BPHTB serta 
implementasinya terhadap kelancaran pelayanan msayarakat. 

Metode yang digunakun dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dan 
bersifat deskriptif analistis, dengan subyek yang diteliti adalah para pihak yang 
terkuit dalam kebijakan DPKAD dalam penentuan nilai jual atas tanah dalam 
BPHTB. 

Hasil penelitian menunjukkun bahwa Kebijakun DPKAD &lam penentuan 
nilai jual atas tanah dalam BPHTB adalah berdasarkan nilai transaksi yang terjadi 
atas jual beli hak atas tanah. Dengan adanya penentuan besaran BPHTB yang 
harus dibayarkan setelah dilakukun verifkusi dun penerbitan SKPD kurang bayar 
oleh DPKAD dianggap suatu bentuk intervensi terhadap penentuan nilai transabi 
jual beli, kurena jual beli pada dasarnya adalah kesepakutan para pihak, bukun 
karena paksaan dari instansi pemerintah. ImpIementasi kebijakan DPXA D tersebut 
terhadap kelancaran pelayanan masyarakut, jiku ditinjau dari segi pelayanan, maka 
keberhasilan implementasi kebijakun di DPKAD dapat diukur dari segi pelayanan 
yang dihasilkun. Implementasi kebijakun akun berhasil jiku ada dukungan dari 
masyarakut langsung dalam ha1 ini Wajib Pajak BPHTB. 

Kebijakun DPKAD dalam penentuan nilai jual atas tanah dalam BPHTB 
harus diatur dalam suatu aturan yang jelas dan memperhatikun beberapa aspek, 
agar bermanfaat dun tidak memberatkun kepada masyarakat/wajib pajak 
Kerjasama dun sosialisasi mengenai pembayaran BPHTB sangat diperlukun dalam 
rangku meningkutkan kesadaran masyarakut dalam membayar pajak atas transabi 
jual beli yang telah mereku lakukan. 

Kata kunci : Kebijakrm, DPmD, BPHTB. 
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A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhm hidup manusia yang nendasar. Manusia 

hidup, berkembang biak, serta melahkan aktivitas di atas tanah. Hampir semua 

kegiatan hidup manusia d m  makhluk laimya berhubungan dengan tanah. 

Pentingaya tan& bagi manusia dapat diIihat dari ke~lyataan bahwa berbagai 

aktikitas mmusia sclaIu berhubungan dengan tanah dan dilakukm di atas tanah. 

Sebagim besar manusia ingin memiliki dm menguasai tanah karena ingin 

memenuhi kebutuhan hidup. Tanah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia 

ysng hams dipeiluhi, selain makanan dm pakaim. 

Regitu befharganya tanah, sehingga manusia akan selalu berupaya untuk 

mendapatkannya, dari upaya mcmbuka hutan atau ladang, membdi dari pemilik 

tanah yang mau menjual, melakukm tukar menukar, dan upaya-upaya lainnya. 

Perbuatan-perbuatan diatas mengakibatkan pemilikan dan hak penguasaan tanah 

beralih dari satu pihak kepada pihak lain.' 

Tanah dan bangunan menjadi lebih bernilai karena dapat dialihkan dari 

pemiliknya kepada pihak lain yang menginginkannya. Peralihan pemilikan tanah 

dan bangunan berhubungan erat dengan ketentuan hukurn untuk memberikan 

Marihot Pahala Siahaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dun Bangunan, Teori dun Praktik, Edisi 
Revisi, (Jakarta:Rajawali Pers, 2003), hlm. 5. 



kepastian hak bagi seseorang yang memperoleh tanah dan bangunan. Salah satu 

bentuk peralihan hak atas tmah dan bangunan dapat terjadi karena seorang 

pemilik tanah dan bangunan melakukan yerbuatan menjual atas tanah dan 

bmgunan miliknya tersebut. . 

Peralihan hak atas tanah dan bangunan berkaitan eiat dengan kepastian 

hukum dan ditandai oleh adanya bukti atas peralihan hak tersebut. Untuk 

memberikm kekuatan dan kepastian hukum pemilikan tanah dan bangumin setiap 

peraiihan hak atzs tanah dm atau banwan harus dilakukm sesuai dengan hukurn 

yang rnengaturnya. Perolehan hak sebagai hasil peralihan hak hams dildcukan 

secara tertulis deiigan akta yang dibuat oleh pcjabat yang berweilang, sert2 wajib 

didaftarkm p d a  instansi yang berwenang, yaitu kantor pertanahm 

KabupatenKoia setempat. Dengan demikan, hak alas tanah dan bangunan secara 

sah ada pada pihak yang rnempercleh h& tersebut dan dapat dipertahank,an 

terhadap senlua pihak. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan 

bahwa setiap perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dm bangunan baru dapat 

dibuktikan apabila dibuat oleh PPAT sebagaimana tugas pokoknya adalah 

melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai 

bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau 

2 Ibid, hlm. 7. 



hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran 

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 

Peralihan hak atas tanah dan bangunan menimbulkan adanya hak dan 

kewajiban bagi pihak yang. mengalihkm maupun pihak yang me~erima peralihan 

hak. Salah sah  kcwajiban yang hams dilaksanakzn oleh para pillak dalam 

peralihan hak atas tanah adalah kewajiban untuk membayar pajak terhadap 

perolehan hak atas tanah tersebut. Pemerintah telah mengati dalam perahran 

perundang-undangan yang berlaku, dhana setiap orang pribadi atau badan yang 

memperoieh hak atas tanah dm. b a n p a n  wajib menbayar pajdc bea pero!ehan 

hak aias tail& dm bmoounm >rang dikensl dengan nama BPHTB. Rea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan B a n p a n  (BPHTB) merupakan salah satu sumbzr potensi 

pajak yang patut digali sesuai situasi dan kondisi yerekonomia~ serta 

perkembangan pemban,ounan bangsa sekarang ini3 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangurian sebelurn diberiakukannya 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dengan adanya 

era otonomi daerah dan sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah inaka telah terjadi pembaruan di 

bidang pajak daerah. BPHTB menjadi pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah kabupatenlkota. 

a i d ,  hlm. 6. 



Penerapan desentralisasi fiskal memungkinkan masing-masing daerah 

menentukan sumber-sumber penerimaan bagi daerahnya, sesuai dengan 

potensinya m a ~ i n ~ - m a s i n ~ . ~  Kewenmgan daerah dalam ha1 fisksl tersebut 

diwujudkan oleh daerah dengan memungut salah satu yotensi pendapatan daerah 

yaitu berasal dari pajak daerah sebagaima~a diatur dalam Undang-Unciang Nomor 

28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang 

tersebut mengamanatkan bahwa salah satu jenis pajak kabgpatdkota adalah 

Pajak Bea Perolehan Hal atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang 

inengp-akm Nilaj Perclehm Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan 

pajak tersebut. 

Proses peralihm hak atas tanah dan atau ban~wan  hanya dapat dilakukan 

apabila wajib pajak telah menyerahkan bukti setor pembayaran pajak. Hal irii 

ditegaskan dalazn Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2C09 

tentang Pajak Dzerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan : 

"Pejabat Pembuat Akta TanahINotaris hanya dapat menandatmgani akta 

pemindahar~ Hak atas Tan& danlatau Bangunan setelah Wajib Pajak 

menyerahkan bllkti pembayaran pajak". 

Ismail, Tjip, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia, (Jakarta: Penerbit Departemen Keuangan 
Repub~ik Indonesia Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional Pusat Evaluasi 
Pajak dan Retribusi Daerah, 2005), hlm. 12. 



Selanjutnya Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan : 

"Pejabat Per~buat e C a  TanaWNotaris dan kepala kantor yang 
membidangi pelayman lelang negara, yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan 
saks i  administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,OO (rujuh juta lima 
ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran". 

Besarnya jumlah denda yang dikenakan kepada PPAT apabila melakukan 

pelanggarm terhadap ketentuan Pasal 91 ayat ( l j  Undang-undang Noinor 28 

Tahun 2009, dirasa sarigat memberakan dm mengakibatkan PPAT dalam posisi 

yang sulit, kareiia kewajiban untuk membayar BPHTB itu seadiri sebenmya 

adalah kewajiban dmi wajib pajak yang memperoleh hak atas tanah dan a t r i  

banwan. Dengan adanya sanksi berupa denda kepada PPAT ini, maka PPAT 

sangat berkepentingan untuk rnenerima dahulu buicti pembayaran pzjak ymg tellih 

ciilakukan oleh wajib pajak sebelum menandatangani aha. Hal ini yang 

menyebabkan FPAT terkadang membantu wajib pajak yang menjadi klieraya 

untuk menghltung pajak yvlg harus dibayar oleh wajib pajak, serta membantu 

untuk membayar dan melaporkan pajak BPHTB mereka. 

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang 

melaksanakan pemungutan pajak BPHTB sebagai pajak daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, merupakan salah satu kabupaten yang 

terletak di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan perekonomian di Kabupaten 

Kebumen dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Meningkatnya 

perekonomian di Kabupaten Keburnen mengakibatkan meningkat pula kebutuhan 



akan tanah sebagai lokasi untuk lzlelakukan kegiatan ekonomi tersebut. Hal ini 

tentu mengakibatkan banyak terjadi peralihan hak atas tanah dan atau bangunan. 

Banyaknya peralihan hak atas tanah dan atau bangunan menjacli potensi yang 

cukup besar untuk dapat dirnanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi daerah 

melalui pemungutan pa-iak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

Pajak BPHTB sebagai salah satu sumber penerimaai daerah yang 

potensial, sangat diharapkan mampu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

daerah yang tentunya diaxahkan untuk mensejahterakan rnasyarakat. Untuk 

melaksanakm ketentuan Undang-undang N o ~ ~ o r  25 Tahun 2609, Pernerdah 

Kabupaten Kebumen telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atzs Tmah dm Bangunan. 

Peraturan Daerah iri mengadopsi Undang-undang Nomoi- 28 Tahun 2009 yang 

memuat aturan-aturan ikhusus rnengenai Bea Yerolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan serta tata cara pelaksanazn pemungutannya di Kabupaten Kebumen. 

Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten 

Kebumen dalam setiap tahun anggaran selalu meningkat, maka Pemerintah 

Kabupaten Kebumen dalam ha1 ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan 

Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen telah berusaha untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu wajib pajak agar mereka lebih 

mudah dan memperoleh pelayanan lebih cepat dalarn rnelaksanakan kewajiban 

pembayaran pajak. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 



(DPPKAD) Kabupaten Kebumen sebagai koordinator pelaksanaan pemungutan 

pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga 

dituntut untuk lebih objektif dan lebih menetapkan kinerjanya agar tugas dsn 

tanggung jawabnya tersebut dapat dilaksanakan dengan sebenar-benamya. 

Pemungutan BPHTB sebagai pajak daerb dalam pelaksanannya 

melibatkan banyak pihak yang terkait seperti : Kafitor Pertanahan, NotarisRejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerhtahan Daerah, Pengadilan temasuk 

lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, selain itu peratwar;-peraturan yang 

mendukung pelaksanaan BPHTB juga saling terkait antara satu dengan lainnya. 

Karena saling keterkaitan tersebut, baLk keterkaitm pcraturzil inaupl. lembaga- 

lembaganya, maka dalam praktehya tidak jarang malah menimbulkm masalah. 

Pemerintah Kabupaten Keburnen dalam melaksanakan wewenang 

pemiigutan BPHTR berdasarkan Peraturarl Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

18 Tahun 2010 banyak mengalami kendala dan himbatan di lapangan. Berbagai 

kendala dm harnbatan yang ditemukan dilapangm antara lain berupa transaksi 

jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan di bawah tangan, harga transaksi 

yang tidak diltetahui secara pasti, kurangnya sumber daya manusia yang 

menguasai aturan teknis BPHTB serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam 

membayar pajak yang masih rendah. Selain itu adanya kewajiban verifikasi dan 

validasi atas pembayaran BPHTB oleh wajib pajak menjadi masalah tersendiri 

bagi wajib pajak maupun NotarisRPAT. 



Verifikasi dan validasi merupakan prosedur penelitian Surat Setoran Pajak 

Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) terkait kelengkapan dokumen dan kebenaran 

data objek pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB. Prosedur ini di1akuka.n 

setelah wajib pajak melakukan pembayaraq EPHTB terutang. Jika semua 

kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka h g s i  pelayanm 

&an menandatangani SSPD BPHTB tersebut. 

Adanya kewajiban untuk melakukail verifikasi dan validasi BPHTB 

mengakibatkan PPAT yaog bertugas dan berwenmg membuat &a, juga 

menghadapi hambatan-hmbatan dalam menjalankan tugas dail kewenmgannya 

tersebut. Sehingga menghanbat pelayman ymg diberikan oleh PPAT kcpada 

kliennya, yang mengakibatkan terla~nbatnya proses pzrdihan hak atas tanah yang 

seharusnya bisa lebih cepat d m  selesai daiam waktu relatif Iebih singcat. 

Proses verifikasi dan validasi BPHTB untuk menentukan nilai transaksi 

suatu perbuatan hukum jual beli hak atas tanah dan atau bangunan oleh 

pemcrintah Kabupaten Kebumen pada dasarriys sah menurut w-dang-undmg, 

akan tet~pi menyalahi esensi dari suatu perjanjian jual beli. Perbuatan hukum jual 

beli pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak. Adanya verifikasi dan validasi 

mengenai nilai jual objek pajak BPHTB seolah-olah membuat perjanjian jual beli 

tersebut dibuat bukan karena adanya kesepakatan para pihak dalam menentukan 

nilai jual tanah akan tetapi karena paksaan dari pemerhtah daerah. 



Dari latar belakang ymg telah dipapwkan tersebut di atas, penulis tertarik 

untuk meneliti dan membahas tentang "ANALISIS PENGENAAN BEA 

PEROLEUU HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROSES 

JUAL BELI TANAM DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KEBLMEN". 

B. Perumusan NIasalah 

Berdasarkan uraim yang dikemukakan dalarn latar belakang tersebut, 

rnaka ads beberapa ha! yang menjadi pokok pennasalahall dalam penelitian ini, 

yaitu : 

1. Ragainma pelaksanaan pemungutan Bea Terolehan Halt Atas Tanah dan 

Bmgunan da lm prcses jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten 

Kebumen? 

2. Kenciala-kendala apa yang thbul  dalam pelaksanaan pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tmah Dan Bangunan serta bagaimana penyeiesaian 

terhadap kendala-kendala yang tinibul dalarn pelaksanaan pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dalam proses jual beli tanah dan 

bangunan di Kabupaten Kebumen? 

3. Bagaimana kepastian hukum akta jual beli yang dibuat oleh PPAT berkaitan 

dengan adanya kewajiban verifikasi dan validasi BPHTB oleh Pemerintah 

Kabupaten Kebumen? 



C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mcngetahui dan menganalisis pelaksanaan pungutan Bea Perolehm 

Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam proses jual beli tanah dan bangunan di 

Kabupaten Kebumen. 

2. Untuk mengetahui dan mengaqalisis keridala-kendala yang timbul dalam 

pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan serta 

penyelesaian terhadap kendala-kendala yaRg timbul dalam pelaksanaan 

pemungutan Bea Perolehar~ Hak Atas T a ~ a h  Dan Banwan d a l m  proses jual 

beli tailah dan bangunan di Kahvaten Kebumen. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian h h  akta jual Seli yang 

dibuat ~ l e h  PPAT berkaitan dengan adanya kewajiban verifilcasi dan validasi 

BPHTB oleh Penlerintah Kabupaten Kebumen. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian mengenai analisis pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan dalam proses jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kcbumen 

sebagaimana disebutkan di atas diharapkan dapat memberikat manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap pengembangan bidang hukuin pajak, dalam ha1 ini tentang 

pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). 



2. Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran 

dan solusi terutama dalam menyelesaikm persoalan lain yang sejenis terutama 

bagi Pej abat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalarn rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayailan kepada 

masyarakat berdasarkan asas desentralisasi serta otonomi fiskai maka daerah 

diberkan wewenang untuk memungut pajak/retribusi. Pelaksanaan otonomi 

daertih d m  desentralisasi fiskal secara legal dituangkm dalam Undang-undang 

Nonl~r  12 tahun 2008 tentang Peinermtahm Daerah dan TJndang-amdang Nomor 

33 tahun 2004 tentang Perin;bangm Keuangan antara Pemerinteh P ~ s a t  dan 

Pemerinteh Daerah. Selain itu, terdapat juga Undarig-undang Nomor 28 Tahun 

2309 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah yang ineagatur hal-ha1 l~engenai 

kewenangan Pemerintah Daeral dalam melwan pernungutan kepada 

masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembanwan 

daerah. 

Undmg-undang Nomor 28 Tehun 2009 merupakan peraturan yang 

memuat pajak daerah dan retribusi daerah, di dalamnya terdapat empat jenis pajak 

baru yang diberikan wewenang sepenuhnya kepada daerzh yaitu Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya menjadi wewenang pusat, Pajak Sarang 

Burung Walet sebagai pajak KabupatenlKota serta Pajak Rokok yang merupakan 



pajak baru bagi Propinsi. Disamping itu juga terdapat empat jenis retribusi baru 

bagi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribsui Pendidikan, 

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Izin Usaha 

Perikanan. 

1. Pengertian Pajak 

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang 

terhutmg oleh yang wajib membayamya menurut pel-aman-peraturan dengan 

tidak meadapat prestasi kembali, yang iangsung dapat ditunjuk, dan yang 

gunanya untuk membiayai penge1,uaran-pmgeluaran umum berhubungan 

dengan tugas Negara untuk menyelenggaakan pemeilntahan. 

Ada banyak dcfinisi ymg diberikan oleh para sarjana, salah satu 

deffisi dari pajak menuut P.J.A. Adriani : "Pajak adalafi iurm kepada negara 

(yang dapat dipakszikan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya 

menuut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapzt ditunjuk, dan yang gunanya untuk me~biay i i  pengeluarm-- 

pengeluaran urnum berhubungan dengan tugas Negara untuk 

menyelenggarakan pemerintahan". Sedangkan menurut Fieldman adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, 

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya 

R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cetakan ketiga, (Bandung: PT. Eresco 
Bandung, 1987), hlm. 2. 
Ibid. 



kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- 

pengeluaran umum. 7 

Dalam pelaksmaannya, pemungutan pajak hams memperhatikan asas- 

asas pemimgutan pajak yaitu : * 
a. Asas Keadilan. 

Keadilan merupakan tujuan dari h u k w  pajak, oleh karenanya 

pernungutan pajak harus berdasarkan asas keadilan. 

b. Asas Yuridis. 

Asas yuridis ini juga berasal d a i  asas-asas yang dikemukakan oleb Adam 

~inith,' yaitu asas certcrinf), yang menekmkan peniingiya kepastian 

mengenai pemungutan pajak, yaitu kepastian mengeilai subyek pajak dan 

obyek pajaic serta kepastian mergenai tzta carz pemungutamqya. Dalam 

asas ini seperti juga halnya asas certai~ty, pernungutan pzjahya juga 

harus terdapat jarninan hukum yang memberikan perlindungm terhadap 

keadilan secara tegas, baik untuk warga maupun ur,tuk negaranya. 

c.. Asas Ekonomis 

Dalarn pemungutan pajak selain mernpunyai fungsi budgeter, pajak juga 

berfkgsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Untuk itu 

Waluyo dan Ilyas, Perpajakan Indonesia Edisi ke 4, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 4. 
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm.3. 

9 H. Rochrnat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dun Dasar Perpajakan 1, Edisi 2, Cetakan 
kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 21. 



dalam pelaksanaannya diharapkan tidak menggarlggu kehidupan ekonomis 

dari wajib pajak. 

d. Asas Finansial 

Pada asas terakhir ini dimaksudkan bahwa dalam pernungutan dan 

pengenaan pajak diusahakaa menggunaksn biaya-biaya yang sekecil dan 

sehemat munglun dan m e n c h p i  untuk pengeluaran negara. Artinya 

bahwa untuk pengeluarm dan pemungutm hams sebzinding dengan 

penerimaan yang negars terima. 

Sedangitan sistem pelaksanaan pea~ngutan pajak yang dikenal 

adalah :lo 

1. Qpcinl Assessmenf System, yaitu suatu sistem pemungutar, pajak dimma 

wewenang untuk menentuksn besarnya pajak ymg teritang ~ l e h  

seseorang berada pada Pernungut Pajak (Fishs). Dalam sistem ini 

masyarakat Wajib Pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari Aparatur 

Pajak atau Pemcngut Pajak. 

2. Sew Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terutang. 

3. With Holding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak 

10 Munawir, S. Perpajakan. Edisi keempat Cetakan pertama, (Yogyakarta: Libertyl992), hlm. 44-45. 



yang bersangkutan).untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang 

oleh Wajib Pzjak. Contoh pihak ketiga yang dimaksud dalam sistem ini 

misalnya: konsultan pajak, akuntan publik, Wajib Pungut atau VJajib 

Potong dan sebagainya. 

Dasar hukum penerapan pemungutan pajak di Indonesia adalah 

ketentuan yang terdapat dahm Undang-Undang Dasar 1945 Pasal23 h u f  A 

amandemen ketiga yang berbunyi : Pajak dan pungitan lain ymg bersifat 

meinaksa u t u k  keper!uan negara diatur dengan undang-undang. 

2. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

BPHTB adalah Pajak yang dikendan atas perolehan hak atas tmah 

dan atau 'omgunan. BPHTB dikenakan kepada Pembeli atau pihak yang 

mempei-oleh hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah tersebut Eisa melalui 

jual-'celi, hhah, warisan, tukar-menukar, dan lain-lzin. Perolehan hak atas 

tanah dan atau bangunan secara formal dapat diartikan sebagai perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau 

bangunan oleh orang pribadi atau badan. 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan 

salah satu pajak obyektif atau pajak kebendaan dimana pajak terutang 

didasarkan pertama-tama pada apa yang menjadi obyek pajak baru kemudian 



memperhatikan siapa yang menjadi subyek pajak." Pemungutan BPHTB 

dilakukan dengan cara self assessment, yaitu wajib pajzk diberikan 

kepercayaan untuk menghitung sendhi serta membayar sendiri pajak yang 

terutang dengan mengggunakan Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa mendasarkan kepada adanya 

swat ketetapan pajak. 

Dasar h u h m  pemungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangman (BPHTB) adalah Undang-undang Nomor 28 T a h n  2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ciiundangkan pada tanggal 15 

September 2009. Tan& sebagai bagian da-i bumi yang merupakm kmunia 

Tuhan Yang Maha Esa serta rncrniW fimgsi sosial, dismping memenuhi 

kebutuhan dasar untuk papzn d s ~  lahan usaha, juga rnerupakzn alat investasi 

yang sangat menguntungkm. Di smping itu bagi mereka yang memperaleh 

hak atss tanah dan bangunan, wajib menyetorkan kepada negara melalui 

pembayaran pajak, dalam hai ini Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

Berdasarkan lcetentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan yang 

menjadi obyek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dadatau 

bangunan. Perolehan hak atas tanah dantatau bangunan menurut Pasal 1 ayat 

11 Marihot Pahala Siahaan, Op.cit, hlm. 59. 



42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah perbuatan atau peristiwa 

hukum jmg mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dadatau bangunan 

oleh orang pribadi atau Badan. Pasal 85 ayat 2 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009 menyebutkan perolehm tersebut meliputi : 

a. Pemindahan hak : 
1. Jual beli 
2. Tukar-menukar; 
3. Hibah; 
4. Hibah Was~at; 
5. Waris; 
6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum l a h y a ;  
7. Pzmisahan hak yang mengakib~tkan Peralihm; 
8. Penunjukin pembeli Galam lelang; 
9. Pelaksznaan putusan hakim yang me~punyai kekuatm hiikum tetap; 
10. Penggabungan usha;  
1 1. Peleburan usaha; 
12. Pemekaran usaba; 
1 3. Hadiah. 

b. Pemberian hak baru 
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 
2. Di luar pelepasan hak. 

3. Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena jual beli. 

Pasal 1 ayat 42 Urdang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan : 

ccPerolehan Hak atas Tanah dadatau Bangunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum ymg mengakibatkan diperolehnya hak atas tmah 

danlatau bangunan oleh orang pribadi atau Badan." 



Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadi karena adanya 

peralihan hak yang meliputi peristiwa hukurn dan perbuatan hukum yang 

terjadi antara orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang oleh 

Undang-undang dan peratian hukum yang berlaku diberikan kewenangan 

untuk memiliki hak atas tanah dan bangunar-, 4an menurut hukurn peralihan 

hak terjadi karena dua hal, yaitu hak beralih dan hak dialilkan. 

Setiap pcralihan hak atas tanah wajib didaftarkan kepada '-tor 

Pertanahan untuk menjanin kepastian dan periindungan hukum bagi 

peinegang h h y a .  Dalam pendaftmarl halc atas tmahnya memerlukan peranm 

Pejabat Pembuat Aida Tmah (PYAT). Pasal 37 ayat (I) Feraturw. Pemerintah 

R.I. Nomor 24 Tahun 1997 meayebutkan bahwa setiap perdihan hak atas 

tauah dan hak mil& atas satuan rum& susun melalui jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemasukan dalam perusahzan dan perbuatan hukum pemindahan hak 

iaimya, kecuali peinindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 

dibukthn dengan &a ymg dibuat oleh PPAT yang berwenang menumt 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Jabatan PPAT menurut Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 

1998 pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu dengan membuat alat bukti 

mengenai telah terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu 

yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftar perubahan data yuridis yang 

diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 



Sebagai ketentuan formalnya, PPAT membuat akta dari perbuatan 

hukum peralihan hak karena jual beli tersebut dengan bentuk, isi dan cara 

pembuatannya sebagaimana yang diatur dalan Perstwan Pemerintah Nomor 

24 tahun 1997, Peraman Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 jo Peratura-n 

Kepala Badan Pertanahan Nasional NOITIOT 1 tahun 2006 dan Peratura 

Pvle2teri Negara AgaialKepala BPN Nomor 3 tahun 1997. 

D a l m  proses admiriistrasi penmdatanganan sebuah akta jual beli 

mtara penjual dan pembeli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), 

PPAT mewajibkan icey ada Wajib Pajak untuk menyerahkan bukti pembayarm 

atarr pelunasa~ pajak BPHTR yang terhutang melal~u for111 Surat Setoran 

Pajak Daerah Bea Perolehac Hak atas Tanah dan Bangunm (SSPD BPHTB) 

d m  tel& tervalidasi oleh pihak DPKAD, 

4. Pernungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Tujuan terbesar pengalinan BPHTB berdasarkm LTndang-undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tidak lain adalah untuk meningkatkan local taxing 

power Kabupaten dan Kota yang selama ini belurn be rjalan secara maksimal, 

walaupun lokalitas objek Pajak Burni dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dan BPHTB berlokasi di daerah kabupaten dan kota. Pengalihan pemungutan 

BPHTB dari Pusat ke Daerah tidak hanya sebatas pemungutan atau penagihan 

saja, melainkan juga pada pendataan, penilaian, penetapan, pelayanan yang 

menyeluruh disamping pengadministrasian yang hams dilaksanakan daerah. 



Kepala Daerah dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan 

keuangan daerah, membentuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

(SKPKD). SKPKD adalah perzngkai daaah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna mggardpengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan 

keuangan daerah. Selanjutrlya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 

adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya 

disebut dengm kepala SKPKD yang mempmyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

Bent;& penel-haan pajak daerah salah satunya berasal dari Eea 

Perolehim '4tas Hak Atas Tanah Dan Rangw:an (BPHTB). Trarsaksi paling 

besar yang menghasilkan pernasukan dilri BFHTB zdalah transaksi peralihan 

hak atas dan bangman terutama transaksi jual beli hak atas tanah daR 

bangunan, sehingga Cengan demikian tidak berlebihan bila dikatakan perm 

Notaris s e l a !  PPAT sangar berarti dalam pencapaim penerimaan target 

BPHTB dan mengamankan penerimaan BPHTB dari trmaksi pcralihan hak 

atas tanah dan bangunan. 

Saat pajak terutang atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

karena jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual 

beli, ha1 ini sesuai dengan keientuan Pasal 90 ayat 1 huruf a Undang-undang 

Noinor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Dalam proses adrninistrasi pendaftaran peralihan hak karena jual beli 

di Karitor Pertanahan KabupatenlKota, Kepala Kantor Badan Pertanahan 



Nasional akan meminta bdqi pelunasan atau pembayaran BPHTB kepada 

Wajib Pajak sebelurn diterbitkannya sebuah sertifikat tanah. Bukti pelunasan 

atau pembayaran itu sendiri juga hams telah ditandatangani dan di validasi 

oleh pihak Dinas Pengelolaan Pendapatan dm Keuangan Daerah. 

I?. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencai, mencatat, memuskan 

dan mengmdisa smipai rnenytim ~ a ~ o r a n n ~ a . ' ~  Penelitian merupalcan suatu 

sarana yokoic dalam pengembangan ilmu pengetahurn rnaupun teknologi. y a ~ g  

bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sisitenatis, 

metodologi clan konsisten kxena melalui, prases penelitian tersebut diadakm 

analisa dan konstrukriif terhadap data yang telah dhmpulkan dan diolah. 

Dalam penuiisan tesis penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatm yang dipergunakan dalam membahas masalah 

penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis Empiris 

adalah sebuah metode penelitian hukum yang ben~paya untuk melihat hukum 

dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana 

12 Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002, 
hlm. 1. 



bekerjanya h u b  di masyarakat.13 Dalam ha1 ini pendekatan yuridis 

digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang pajak khususnya 

mengenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan pendekaian 

empiris dipergunakan untuk menganalisis h d u m  yang dilihat dari perilaku 

nasyarakat dalam kehidupan bemasyarakat, selalu berinteraksi dan 

berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.14 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi yang diperiukan dalam penelitim it addah desliriptif 

analitis. Suatu penulisan deskriptifanalitis berusaha menggambarkan masalah 

h u h ,  sistem hukum dan mengkajinya atau aenganalisisnya sesuai dengan 

kebutuhan dari penelitian bersangkutan. Deskriptif da!am arti bahwa 

penelitian ini bertujuan mtuk menggambarkan secara menyeluruh dan 

sistemztik mengenai pengenaan bea perolehan ha katas tanah dan bangu~ian 

d a l m  proses jua! beli tanah dan bangunan. Sedangkan analitis berarti 

mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan dan memberi makna 

aspek-aspek dalam pe!aksanaan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan 

bangunan dalam prakteknya di Kabupaten Kebumen. 

13 Ibid, hlm. 14. 
A Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 

hlm. 43. 



3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalarn penelitian ini, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam 

proses pelaksanaan pernungutan bea perolehan hak atas tan& dan bangunan 

yaitu meliputi : 

a. Pejabat Kantor Dinas Pendapatan Pengeloiaan Keuangan d m  Asset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen. 

b. Notaris - PPz4T. 

c. Pejabat Kantor Pel-tanahafi Kabupaten Kebumen. 

d. Para pihak ym-g melakukan pendafiaran perzlhan hak ztas tan& &an 

bmgunm. 

Subjek penelitian di atas dapat dibedakan sebagai : 

a. Narasumber yaitu : Pejabat di Pejabst Kantor Dhas Pendapatm 

Pengelolaan Keuangm dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten 

Kebumen, Pejabat Kantor Pertmahan Kabupaten Kebmen serta Notaris 

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah; 

b. Responden yaitu : 6 orang yang melakukan pendaftaran jual beli hak atas 

tanah dm bangunan, yang dipilih secara nor: random samgling15, yaitu 

cara pengambilan sample di mana semua populasinya tidak mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjadi anggota sampel dari dua wilayah 

15 Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dun Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 
1990), hlm. 52. 



kedudukail Kantor Pertanahan di atas yang dipilih sebagai lokasi sampel 

penelitian. 

Sedangkan yang menjadi objek peirnasalahail dalam penulisan ini 

adalah : ketentuan pernungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dm- Bangunan 

dalam proses jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kebumen dan 

kepastian hukilm akta jual beli yang dibuat oleh PPAT berkaitzin dengan 

adanya kewajiban verifikasi dan validasi BPHTB oleh Pemerintah Kabupaten 

Kebumen. 

4. Sumber dan Jenis Data 

Data yang dipzrgilndcan dalam penelitian ini, berupa data primer dan 

data sekunder. Adapun jenis dzil sumber data yang dipergunakan dalm- 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh dengat; cara lmgsung dzri 

sumber di lapangan melalui penelitian. l6 Data primer ini diperoleh 

dengan cara mengadakan penelitian lapangan dengan mengadakan 

wawancara secara langsung kepada narasumber dan infonnan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

b. Data Sekunder 



Data sekunder ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, 

b u h ,  makalah, majalah di bidang hukum, artikel dari internet ymg 

berkaitan dengan penelitim, kaaus, ensiklopedia serta b&an-bahan 

tylisan yang dapat dipergunakan untuk mendukung hasil penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Guna mendapatkan deskripsi yang lengk2p dari obyek yang diteliti, 

dipergunakan alat pengumpul data bempa studi dokumen dan wawancara. 

Stu& dokurne~l sebagai sarana pengmpul data terutamsr diixjukan kepada 

dokumen pemerintah yang terrnasuk kategori-kategori dokumen-dokuinen 

lain, sedangkm alat pengumpulan datr, yang diginakan dalarn penelitian ini 

menggunakan pedoman wawmcara (inteiviev pride). l7 

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terdii 

dari : 

a. Data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara langsung dari 

sumber di lapangan melalui penelitian. Teknik pengumpulan data primer 

dilakukan melalui wawancara yaitu untuk memperoleh informasi langsung 

dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yang telah djtentukan. 

Tipe wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terpirnpin atau 

wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak didasarkan pada 

17 Sartono Kartodirdjo, Metodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Grarnedia, 1983), hlm. 56. 



suatu sistem atau daftar pertimyaan yang telah disusun terlebih dahulu,18 

tetapi tetap berpegang pada pokck penting permasalahan yang sesuai 

dengan tujuan wawancara. Wawancara tidak berstruktur iili dimaksudkan 

a g a  memperoleh jawaban spontan dan gambaran yang lebih luas teatang 

masalah yang diteliti. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperlukan untuk melengkapi dan 

menduicung data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari : 

1) Bahan hukum primer, yaitu : 

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahm 1945. 

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 t e ~ t m g  Peraturari Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

c) Undmg-Undang Republik Indonesia Iqornor 6 Tahun 1983 jo 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1394, Undang-Undang Nomor 

i6 Tahm 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahw 2007, jo 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undmg-Undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan. 

18 Ronny Hanitijo Soemitro, Op.cit, hlm. 59. 



d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 jo 

Undang-Undang Nornor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak 

dengan Surat Paksa. 

e)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 jo 

Undaig-Undang Nomor 20 Tzhun 2000 tentang Bea F'erolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan. 

f )  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Rctribusi Dzterah. 

g) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 8 T&un 20 10. 

2 j  Sahan hukiim sekunder, yaih bahaii-bahan yang erat hubungmya 

dengan bahan hukuin primer seperti bcrbagai buku hasii karya pzra 

pakar, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan 

ilmiah lainnya ymg Serkaitan dengan permasalahan yang dibahas. 

3) Bahan hulaun tersier, yzitu ballan-bahan yang memberiikan informasi 

tentang bahan h u h m  primer dan sekunder seperti kamus h u b  dan 

wawmcara dilakukan gma memperoleh data pendukung untuk 

mcnunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. 

6. Teknik Analisis Data 

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian tersebut (baik data 

primer maupun sekunder) akan dianalisis dengan menggunakan analisa 

kualitatif, artinya menguji data dengan konsep dan pendapat para ahli, 



peraturan perundang-undangan dan studi lapangan kemudian ditarik 

kesimpulan secara induktif, yaitu dari ha1 yang bersifat khusus menuju ke ha1 

yang bersifat umum, sehingga mem~mgkmkan menghasilkan kesirnpulan 

zkbir yang memadai sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis. 

Bab I1 

Bab I11 

@. Sistem Penulisan Data 

Penulisan hukum ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab 

m d l i k i  keterkaitan antara yagg sztx dengan yang lain. Gambaran yang lebih 

jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalarn sistematika berikut : 

Bab I Pendahuluan, yang rnenjelaskar. mengenai latar belakatig, 

perurnusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat 

pefielitim, keran&a pemikiran, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Landasan teori tentang hukum pajak, yang terdjri dari 

pengertian pajak, dasar hukum, asas dan sistem pemungutan 

pajak, tinjauan umum tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan, serta tinjauan umum tentang Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan, yaitu : 



a. Pelaksailaan pernungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan dalam proses jual beli tanah dan bangunan 

di Kabupaten Kebumen. 

b. Kepastian hukum akta jual beli yang dibuat oleh PPAT 

berkaitan dengan adanya kewajiban verifikasi dan validasi 

BPHTB oleh Pernerintah Kabupaten Kebumen. 

Penutup, yang didalarnnya berisikan keshpulan yang 

merupakan jawaban umum dari permasalahan ymg ditarik 

dari h ~ i l  peneiitian dan saran-saran yang diharapkan dapat 

berguna bagi pihak terkait. 



BAB n 
TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK 

ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM PROSES JUAL BELI TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABWATEN KEBULMEN 

A. Tinjauan Umum Pajak 

1. Pengertian Pa.iak 

Pajak merdpakan kewajiban bagi setiap warga negara dan peran aktif 

warga negara dalam membayar pajak sangat diperlukan dalam upaya 

pembiayaan pe~bangunan nasional. Kcw~jiban perp~jakan setiap warga 

negara diatur dalam undmg-undang dan perahran-peraturan pernerintah. 

Undmg-Vndang Perpajakan memberikan kepercayaan kepada setiap wajib 

pajak utuk melakukan kegiatan perpajakamya sendiri rnulai dari 

menglutung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakamya ke kantor 

pelayanan pajdc. 

Ada banyak definisi psjak yang diberikm oleh para s~rjana, salah satu 

definisi dari pajak menurut P.J.A. Adriani : "Pajak adalah iurm kepada negara 

(yang dapat dipaksakan), yang terhutang oleh yang wajib membayarnya 

incnurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang 

langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk mcmbiayai pengeluaran- 

pengeluaran i l m w  berhubungan dengan tugas Negara untuk 



rnenyelenggarakan pemerintahan".19 Sedangkan menurut Fieldman adalah 

prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terhutang kepada penguasa, 

(menurut norma-norma yang ditetapkannya secara mum) ,  tanpa adanya 

kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- 

pengeluaran  mum.^' Sedangkan pengertian Pajak menurut Dr. Soeparman 

Soemahamicljaja dalarn Erly ~ u a n d g '  adalah : 

"iuran wajib, benrpa uang atau barmg, yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-noma hukum, guna menutup biaya produksi 
barang-barang dan jasa-jasa koiektif dalam mencapai kesejahteraaa 
umum". ' 

Pengertian p ~ j a k  menurut Nenum: ~ a d i a s r n o , ~ '  adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undmg (yang dzpat dipahakm) 

dengan tidak mendapat jasa thba l  balik (kontraprestasi) y2ng langsung d8pat 

ditujkan, dan yang dipnakan antuk membayar pengell~aran m u m .  

Berdasarkan Undang-Undmg No. 16 Tahun 2009 tentang Ketectuan 

Umum clan Tata Cara Perpajakan rnenjelaskan bahwa pajak addah kontribusi 

wajib kepada negara ymg terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

Sersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara, langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. 

19 R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar IImu Hukum Pajak, Cetakan ketiga, (Bandung: PT. Eresco 
Bandung, 1987), hlrn. 2. 

20 Waluyo dan flyas, Perpajakan Indonesia Edisi keempat , (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 4. 
? I  Erly Suanay, Op.cit, hlm. 5. 
" Mardiasmo, Perpajakan (edisi revisi), (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hlm 1. 



Dari pe~gertian-pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu :23 

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undmg serta aturan pelaksanaannya. 

,2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi 

individual oleh peinerintah. 

3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

4. Pajzk diperuntukkul bagi pengeluaran-pengeluaran pcmerintah yang bila 

dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai "p~Y~lic investmen". 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuzn yang bukan budgeter, yaitu 

mengatur . 

Bcrdasarkan fungsinya, p~ jak  dibagi menjadi ada dua yaitu, h g s i  

budgetair (sumber keuangm negara) dan fungsi regulerend (mengatur). 

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara). 

Pajak mempunyai h g s i  budgetair artinya pajak merupakan salah satu 

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik ruth 

mauplm pembangunan, sebagai sumber keuangan negara. Upaya tersebut 

ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifiitasi pemungutan 

pajak rnelalui penyempurnaan peraturan berbagai j enis paj ak seperti Paj ak 

23 ~Jaluyo dan Wirawan. Illyas, Op. cit, hlm. 21. 



Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Tajak Penjualm atas Barang 

Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. 

2. Fungsi Regulerend (Mengaiur) 

Pajak mempmyai fungsi rnengatur artinya pajak sebagai alat untuk 

mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial 

dan ekonomi, d m  mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang 

keua~~gan.~' 

Berdasarkan kewenzngan peinungutannya pajak dibagi kedalam 

Pajck-Pajak Pusst (Fajak Negaia) dm Pajdc-Pajak ~ a e r a h . ~ ~  

1. Pajrik-pajak Pusat (Pajak Fiegar&), ialah pajak-pajak yang kewenangan 

pemungutannya ada pada Pemerintah Pusat. D a l m  pelaksanaanny'a 

dilakukan clch Departemen Keuangan cq. Dii-ektorat Jenderal Pajak. Hasil 

dari pernungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai 

bagian dari penerimam APBN. 26 

2. Pajak-pajak Daerah adalah pajak-pajak yang kewenangan pemungutannya 

ada pada Pemerintah Daerah, untuk kepentingm pembiayaan rumah 

tangga Pemerintah Daera.!! tersebut. Daiam pelaksanaannya sehari-hari, 

24 Siti Resmi, Perpajakan ireon dan Kasus, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hlm. 2. 
25 Sumyar, Op.cit, hlm. 33-35. 
26 Ilyas, Wiryawan B. dan Richard Burton, 0p.cit. hlm. 18. 



dilakdkan oleh Dispenda. Hasil dari pemtuzgutan Pajak Daerah 

dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan A P B D . ~ ~  

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 terdapat 2 (dua) jenis Pajak Pusat yang diberlakukan sebagai Pajak 

Daerah, yaitu P2jak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB P2) d m  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Baagunan (BPHTB) yang 

sebelumnya men;p&an pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat 

dilimpahkan pe~gelolamnya kepada Pemerintah Daerah. 

2. Dasar E n k ~ n  Pernungutan Pajak 

Dasar hukum penerapan pemungutan gajak di Indonesia adzlah 

ketsntuan yang terdapat dalam Ufidang-1Jndang Dasar 1945 Pasal23 huruf A 

amafidemen ketiga yang berbunyi : "Pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undmg-undang". 

Selain ketentuan tersebut diatas, terdapat ketentuan konstitusional 

lainnya berdasarkan ketentuan-ketentuan perpajakan positif, yaitu Undang- 

Undang Perpajakan dan beserta peraturan pelaksananya, antara lain : 

a. Undmg-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undmg Nomor 9 Tahun 1994, Undang- 

Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, 



terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan. 

b. Undang-Undang Rcpublik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983, sebagahma 

telah diubsh dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199 1,  Undang- 

Undang Nonlor iO Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, 

terakhir dengan Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. 

c. Undmg-U~dang Republik Indonesia Nomor 8 Tahm 1983, sebzgaimana 

ielah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tallun 1994, Undang- 

Undang N o ~ o r  18 Tahun 2000, t e r w -  dengall Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 2009 tcntang Pajak Pertzmbahan Nilai Barang dan Jasa dam 

Pajak Pe~jualan atas Barang Mewah. 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 T&un 1985, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang 

Pajak Bumi dan Bangunan. 

e.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea 

Materai. 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak. 



g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997, sebagairnana 

telzih diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

h. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 1 Tahun 1 997, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

i. Undmg-Undang Republik Indonesia Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

j. Peraturm Pemerintah Repllblik Indonesia Nomor 36 Tahun 1983 

sebagainma telah diubah terakhir dengaa Peraturm Yemerintah Republik 

Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Pengasilan Kena 

Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. 

k. Peraturm Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang 

Perubahm Tarif Bea Materai dan Besarnya Eatas Pengenaan H a g a  

Nominal ymg Dikmakan Bea Matesai. 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualm 

Secara Lelang dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa. 

m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 201 2 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- 



Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pembahan Ketiga atas Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 

dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

3. Asas-asas dan Sistem Pemungutan Pajak 

Penggunaan asas pemungutan pajak b e h g s i  agar pemungutan pajak 

yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan suatu manfaat bagi 

masyarakat. Asas-asas pemungutan pajak juga menjadi ha1 yang sangat 

pentii~g untuk dijadikan dasar oleh negara ufltuk I d & i ~ a n  pernungutall 

terhadap pajak. 

Pemungutan pajak dalam peldcsanaannya hams memperhatikan asas- 

zsas pemungutan pajak yzitu : 28 

a. Asas Keadilan. 

Keadilan merupakan t~juan dzri hukum pajak, oleh karenanya 

pemungutan pajak harus berdasarkan asas keadilan. 

b. Asas Yuridis. 

Asas yuridis ini juga berasal dari asas-asas yang dikemukakan oleh Adam 

yaitu asas certainty yang menekankan penthgnya kepastian 

mengenai pemungutan pajak, yaitu kepastian mengenai subyek pajak dan 

28 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm.3. 
29 H. Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas dun Dasar Perpajakan I ,  Edisi kedua, 

Cetakan kedua, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 21. 
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obyek pajak serta kepastian mengenai tata cara pemungutannya. Dalam 

asas ini seperti juga halnya asas certainty, pemungutan pajaknya juga 

harus terdapat jaminan hukum yang memberikan perlindungan terhadap 

keadilan secara tegas, baik untuk warga maupun untuk negaranya. 

c. Asas Ekononlis 

Dalam pemungutm pajak selain mernpunyai fungsi budgeter, pajak juga 

berfimgsi sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Unt& itu 

dalam pelaksanaamya diharapksn tidak mengganggu kehidupan ekonomis 

dari wajib pajak 

d. Asas Fiiiansial 

Pada asas terakhir ini dimaksudkan bahwa dalam pemungutan d a  

pengenaan pajak diusahakan mengguriakan biaya-biaya yang sekecil daa 

sehemat mungkin dm mencukupi untuk pengelilaan negara. Artinya 

bahwa untuk pengeluaran dm pemungutan harus sebanding dengan 

penerimaan ymg negara terima. 

Sedangkan sistem pelaksanam pemungutan pajak yang dikenal 

adalah :30 

a. Oficial Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak dirnana 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

seseorang berada pada Pemungut Pajak (Fiskus). Dalam sistem ini 

30 Munawir, S. Perpajakan. Edisi keempat. Cetakan pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 44-45 
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masyarakat Wajib Pajak bersifat pasif menunggu ketetapan dari Aparatur 

Pajak atau Pemungut Pajak. 

b. SeZf Assessment System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya pajak yang terntang. 

c. With Holding System, yaitu suatu sistem pernungutan pajak yang meinberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan f i s h  dan bukan Wajib Pajak 

yang bersangkutan).untuk menentukan besarnya paj ak yang terhutang 

oleh W~jib  Pajak. Contoh pihak ketiga y a g  dimalisud dalarn sistcm ini 

misahya: iconsultan pzjak, ak~ntan p~b!&, Wajib Pungut: atau Wajib 

Potong d m  sebagainya. 

Pernungutan pajak yang dilakukan oleh negara tidak hanya 

berpedoman pada peratman perundang-undangan tentzag pajak seinata, 

namun terdapat beberaga teori yang menjadi pembenar dari tindakan negara 

unhk melaksi!!an pemungutan pajak. kdapun beberapa landasan yang menjadi 

dasar pembenaran pemungutan pajak adalah :31 

a. Teori Asuransi 

Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara 

dianalogikan sebagai pembayaran premi asuransi. Pembayaran premi 

31 Achrnad Tjahjono dan Muhammad F. Husein, 2000, Perpajakan Edisi Pertama. (Yogyakarta: UPP 
AMP YJSPN, 2000), hlm. 21-22. 



asuransi ini dilakukan karena negara bertugas melindungi rakyat dan 

harta bendanya,sehingga negara mengharapkan atas balasan untuk 

pelayanannya kepada rakyat (sebagai irnbalan atas jasa yang telah 

diterima rakyat). Perbedaannya yang utama dalam .as~?r'ansi adalah jika 

te rjadi musibah akan ~ener ima  ganth-ugi, tetapi dalam pajak negara m&a 

rakyat tidak akan menerima ganti rugi jika mengalami musibah. 

b. Teori Kepentingan 

Teori ini dalarn ajaran semula hanya memperhatikan pembagian 

beban pajak yang hams dipungu-t dmi pe~duduk seluruhuya. Pembagian 

beban ini hams didasarkan atas kepentingm masingmasing dalam tugas 

pemerintah (yang bermanfaat baginya), terinasuk juga perlindungan atas 

. . 
jlwa orang-orang itu beserta hata bendanya. Maka sudah selayahya 

bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Eegara untuk rnenuriaikan 

kewajibannjra ciibebdan kepada mereka (rakyat mengganti rugi atas 

anggman-anggaran yang telah dikeluarkm- negara dalam memenuhi 

kebutuhan rakyat). 

c. Teori Gaya P i M  

Bahwa pernungut an paj ak didasarkan pada gaya pikul (kekuatan) 

masing-masing wajib pajak. Untuk mengukur gaya pikul seseorang dapat 

menggunakan antara lain jurnlah atau besar penghasilan, kekayaan, 

belanja atau pengeluaran dan jurnlah keluarga. 

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) 



Teori baki ini berkaitan dengan dasar keadilan pemungutan pajak 

terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara 

yang berbakti, rakyat hams selalu menyadai bahwa pembayaran pajak 

adalah suatu kewajiban. 

e. Teori Asas Gaya Beli 

Menurut teori ini, maka fungsi pemungutan pajak dipandangnya 

sebagai gejala dalam masyarakat dapi-it disanlakan dengan pompa yaitu 

mengmbil gzya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga 

Negara dan kemudian mcnyalurkw kembaii kepada masyarakat dengan 

maksud untuk memelihara hidup masy~rakat dm lmhk inembawanya 

kearah tertentu. Teori ini mengajarkan bahws, penyelenggaraan 

kepentingan masyarakai inilah yang dapat dianggap scbagai dasar 

kezdilan yemungutan pajak, bukm kepenthgan individu dan bukm pula 

untuk kepefitingan Negara melainkan kepentingan rzkyat meliputi 

keduanya. Sehingga da!am teori ini menitik beratkm ajarannya kepada 

fungsi pajak kedua dari pemungutan pajak yaitu sebagai fungsi nlengatur 

(regularend). 

Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa 

uang yang dikumpuikan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam 

bentuk pembangunan serta pengumpulannya dan berjalannya pembangunan 

secara berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya hams ada dan rakyat itu 

sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk Undang-undang. Unsur pemaksaan 



disini berarti apabila wajib pajak tidak mag nlembayar pajak, pemerintah 

dapat melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar 

wajib pajak mau melunasi utang pajaknya.32 

B. Tinjauan Umum Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Bea Perolehan Hak atas Tmah dan Bangunan (BPHTB) adaiah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan b a ~ l ~ u n a n . ~ ~  BPHTB dikenakan 

kepada pihak yang memperoleh hak atas tanah (Pembeli). Perolehan hak atas 

tanah tersebut bisa melalui jual-heli, hibah, warisan, t~kar-~nenukar, dam laklain. 

Peroiehan hak atas tanah dadtitau bangman adalah peristiwa huh yailg 

mengakibath diperolehnya hak atas tanah dadatau banpan cdeh orang pribadi 

atau bailan hukum. Hak atas ranah dad~ tau  bangunan adalah hak atas tanah 

termasuic hak pe~gelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud 

dalarn Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentmg Perahurn Dasar Pokok 

Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah susun, d m  

ketentuan perundang-undangan lainnya. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) merupakm 

salah satu jenis pajak tidak langsung karena pememhan kewajiban pajak BPHTB 

tidak mendasarkan kepada surat ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 

32 Wirawan B. nyas dan Richard Burton., Hukum Pajak, Edisi ketiga, (Jakarta: Salemba Enipat, 2007), 
hlm. 6. 

33 Marihot Pahala Siahaan, Op.cit, hlm. 42. 



10 ayat (1) Undang- undang Nomor 2 1 Tahun 1997 tentang BPHTB sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomos 21 Tahun 1997. 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah-dan Bangunan (BPHTB) sebagai salah 

satu pajak obyektif atau pajzk kebendaan dimana pajak teivtang didasarkan 

pertarna-tama pada apa yang menjadi obyek pajak baru kemudian memperhatikan 

siapa yang menjadi subyek pajak.34 Pemungutan SPHTB dilakukan dengan cam 

self assessmeat, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung 

sendiii serta membayslt. sendiri pajak ymg terutang dengar: mengggnakan Surat 

Srtoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkamya 

tanpa mendasarkan kepada adcnya sw2t ketetapan pajak. 

Ivlenurut pandangan ~ardiasmo, '~  ada beberapa pengertim ymg sudah 

baku dalam mendefinisikan Bea Perolehan Hzk atas Tanah dan Baneman. 

Pengertian-pengertian yang juga merupakan ko~sep dasar dari BPHTB tersebut 

antara lain : 

1. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang 

ciikenakan atas pesolehan hak atas tanah dan atau banoman. 

34 Ibid, hlm. 59. 



2. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan: adalah perbuatm atau peristiwa 

hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan 

oleh orang pribadi atau badan. 

3. Hak atas tanah dm atau bangunan, adalah hak ztas tanah. termasuk hak 

pengelolaan, beserta banguilan di atasnya, sebagairnana dirnaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Undang-U~dang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Suslm, dan 

ketentum peraturan perundang-undangan yang Serlaku lainnya. 

Easar hukum pernungutan atas Bea Perolehan Hak Atas Tan& d m  

Bangunan (BPHTB) adalall Undang-undmg Nomor 28 Tahm 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Oaerah yang diundangkan pada tanggd 15 September 2009. 

Konsep BPHTB sendiri sebagaiinana dim~ksud d a l m  ketentum Pasal 1 angka 41 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Eea Peroiehan Hal  Atas Tanah 

dan Bmgunan adalah pajak atas perolehan hak aias tanah d d a t a u  bangunan, 

sedangkan pada Pasal 1 angka 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, 

ditentukan juga bahwa Perolehan Hak atas Tanah dadatau Bangunan adalah 

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dadatau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Jelas disebutkan ba!!wa dalam 

setiap terjadinya peralihan hak atas tanah dadatau bangunan yang diperoleh oleh 

orang pribadi atau badan wajib untuk dikenakan BPHTB. 



1. Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa yang menjadi 

obyek pajak.BPHTB adalah perolehan hak atas tanah danlatau bangunan. 

Perolehan hak atas tanah danlatau bangunan menurut Pasal 1 ayat 42 Undang- 

undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mmgakibatkan diperolehnya hak atas tanah dda tau  bangunan oleh orang 

pribadi stau Badan. Pasal 85 a p t  2 Undang-undang Nomor 28 T&un 2009 

menyebutkan perolehan tersebut meliputi : 

a. Pemhdahan hair : 
1. Jual beli 
2. Tukw-menukar; 
3. Hibah; 
4. Hibah Wasiat; 
5. Waris; 
6. Pemasukan dalam perserom atau badan h a !  lainnya; 
7. Penliszhan hak yang mengakibatkan Peralihan; 
8. Penunjukan pembeli dalam lelang; 
9. Pelalisanaan putusan liakim yang mempunyai kzkuatan hukum tetap; 
10. Penggabungan usaha; 
1 1. Peleburan usaha; 
12. Pemekaran usaha; 
13. Hadiah. 

b. Pemberian hak baru 
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau 
2. Di luar pelepasan hak. 

Pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 28 T a h n  2009 mengenal 

pengecualian objektif, yaitu objek pajak yang dikecualikan yang tidak 

dikenakan BPHTB, yaitu objek pajak yang diperoleh : 



a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
balik; 

b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan danlatau untuk pelaksanaan 
pembangunan guna kepentingan umum; 

c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau 
melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan 
organisasi tersebut; 

d. orang pribadi atau Bctdan karena konversi hak atau karena perbuatan 
hukum lain dengan tidaic zdanya perubahan nama; 

e. orang pribadi atau Badan karena wzkaf; dan 
f. orang pribadi atau Radar? yang digunakan mtuk kepentingan ibadah. 

2. Saat Terutangnya Bea Perolehan Rak atas Tanah dan Bangunan 

Pajzk yar~g terntang adalah pajak yang hzrus dibayar pada suatu saat, 

dalam Masa Pajak, da!am Tahun Pajak, atau d z l m  Bagian T&un Pzjak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Saat 

yang menei~tukan terutmgnysr pajak ada!ah :36 

a. Sejak tanggal dibuat dan ditandatanganiqyz akta, untuk : 
- Jual beli 
- Tukar menukar 
- Hibah 
- Pemasukan dalam perseroan atau badm hakurn lainnya. 
- Waris 
- Pemisahan hak yang aengakibatkan peralihan 
- Hadiah 

b. Sejak ta~ggal penunjukan pemenang lelang, ufituk : lelang 
c. Sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 

tetap, untuk : putusan hakim. 
d. Sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke 

kantor pertanahan, untuk : hibah wasiat. 
e. Sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk : 

- Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak. 

36 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: ANDI, 2000), hlm. 275. 



- Pemberian hak barn di luar pelepasan hak 

Saat terutangnya pajak BPHTB menurut Pasal 90 Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2003, ditetapkan sebagai berikut : 

a. jual beli addah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya aka; 
b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganirya aha; 
c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; 
d. hibah wasiat adalah s j a k  tmggal dibuat dan ditandatanganinya aha; 
e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan 

haknya ke kantor bidang pertmahan; 
f. pemasukan dalarn perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak 

tanggal dibuat dan ditandatangminya akta; 
g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalzh sejak tangg.al dibuat 

dan ditandatanganinya akta; 
h. putusan hakim adalah seialk tanggd puiusm pcngadilm jrmg memp-myai 

kekuatan h b  ymg tetap; 
i. pemberian haic baru atas Tanah sebagai icelanjutan dwi pelepasan hak 

adalah seja!! tanggal diterbittznnya suat  keputusan pemberim h&, 
j. pemberian hak Saru di luar pelepasari hak addah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pembcrian hak; 
k. penggabungan usaha adalah sejak taiggd dibuat d m  ditandatmganinya 

&a; 
1. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dm ditandatanganinyz akta; 
m. pemekaran usaha adalah sejzk tanggal dibuat dan ditandatanganinya &a; 
n. hadiah adalah sejak tmggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan 
o. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang. 

C. Tinjauan Umum Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Keburnen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Keburnen Nomor 13 Tahun 2008 Tentang 

Organisasi dan Tai; Kerja Dinas Daerah. DPPKAD Kabupaten Banyumas 



mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang 

pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan 

tugas pembantuan. 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangm dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Kebu~en  mempunyai visi sebagai institusi yang tar~gguh dalam 

pengelolaan keuangan daerah clan prima dalam pelayanan. Sedangkan misinya 

adalah : 

1. Mexitlgkadcm Kine j a  Aparatur Pengelola Ke~angan Daerah 

2. Menhgkaikan Peilgelclsan Peodapatan Daerah 

3. Mengenlbmgh Sist~nl Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Lebih Baik 

4. Mellingkatkan Manajainen aset 

Dinas Yer~dapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah @ P P W )  

Kabupaten Keburnen da lm melahanakan urusan pemerintahan daerzh dibidang 

pendapatan, pe~geiolaan keumgm dm asei daerah berdasarkan asas otonorii dan 

tugas pembaniuan mempmyai fungsi sebagai berikut: 

1. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD bersama 

Badm Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen; 

2. Pelaksanaan Pemungutan pendapatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah; 

3. Pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah; 

4. Penyusunan kebijakan pelaksanaan pemungutan, pengelolaan data dan 

informasi BPHTB dan PBB PerkotaanlPerdesaan; 



5. Pelayanan, penagihan, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan 

BPHTB dan PBB PerkotaantPerdesazn; 

6. Pelaksanaan fimgsi bcndahara umum daerah; 

7. Penyusunan lslporm keuangan daer* dalam rangka pertanggung jawaban 

pelaksanaan APBD; 

8. Pelaksanaan koordinasi pendapatan daerah, dan 

9. Pelaksanaan tugas l ak  yang diberikan oleh Bupaii sesuai dengan tugas dan 

fhgsinyz 

D, Pelaksanaau Pernungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Ba~gunan 

Dalam Proses Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kabupateu Kebumen. 

Perolehan Hak atas Tanah danlatau Bangunslil adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau 

bangunan olsh orang pribzdi atau Badan. Peroiehan hak ztas tanih d m  bangunan 

pada dasamya adalah hasil dari proses pera'lihan hak. Hal ini dapat terjadi kasena 

dua ha1 yaitu beralih dan dialihkan. Yang dirnaksud dengan dialihkan adalah 

suatu peralihan hak yang dilakukan dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas 

dari pemiiik asalnya dm menjadi milik pihak lain. Dengan kata lain terjadinya 

karena adanya suatu perbuatan huicum tertentu, seperti wasiat, hibah, jual beli, 

tukar menukar dan hibah ~ a s i a t . ~ ~  

37 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 180. 



Peralihan Hak Atas Tanah dadatau Bangunan dibedakan menjadi : 

1. Peralihan Hak Atas Tanah dda t au  Bangunan oleh pribadi. 

2. Peralihan Hak oleh wajib pajak badan yang usaha pokoknya melakukan 

Peralihan Hak Atas Tanah dda t au  Bangunan (wajib pajak real estai). 

3. Peralihan Hak atas Tanah dadatzu Bangunan yang dilakukan oleh wajib pajak 

badan diluar usaha pokoknya. 

Peralihan hak yang sering terjadi dalam masyarakat adalah karena adanya 

jual beli dengarz objek tanah d m  atm bangunan, yang perlu diperhatikan dalam 

jual beli tanah d m  atau bangunan adalah objek pajak tersebut tidak sedang dalam 

se~gketa. Jual beli tanah d m  atau bangunan didasarkan pada nilai trmsalksi, yaitu 

harga yang terjadi dan telah disepakati oleh pihak-phak yang bersangkutan. 

Selain didasarkan o!eh nilai transaksi, peralihan hak diluw jual beli didasarkan 

pada nilai pasw, yaitu harga rata-rata dari transaksi juai beli secara wajar yang 

te jadi disekitar letak tanah dan atau bangunan. 

Sgbjek dalam peralihan hak atas tanah dantatau bangunail adalah orang 

pribadi (nature person) atau badan (legalpersolz). Orang pribadi atau badan yang 

dirnaksud di sini bisa berkedudukan sebagai pembeli atau penjual. Bagi penlbeli 

dikenakan pajak atas perolehan hak atas tanah dantatau bangunan yang 

diterimanya yaitu BPHTB sedangkan bagi penjual dikenakan PPh atas penjualan 

tanah. Sedangkan objek pajak pembeli adalah perolehan hak atas tanah dadatau 

bangunan, ha1 ini sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi pihak penjual maka 



yang menjadi objek adalah penghasilan yang diperoleh penjual atas tambahan 

ekonomi yang diterimanya dalam ha1 te rjadinya peralihan hak atas tanah dadatau 

bangunan. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban,o;unan (BPHTB) dalam 

pelaksanaannya sederhana, mudah, sebab tidak menggunakan Swat Ketetapan 

Pajak. U'ajib Pajak langsung membayar besarnya pajak ymg terutang tanpa 

pemberitahuan dari DPPKAD. Pajak terutang terjadi karena admya perolehan hak 

atas tanah dan bangunan. 

Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tmah dan Bmgunan atas per~lehan 

hzk karma jual beli dilakukan secara s e v  assessmerzt, yaitu suatu sistem 

pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayam, tanggung jawab 

kepada wajib pajak untul. inengh~tung, memperhitungkan, membayar dan 

melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini sesuai dengan 

kententuan dalam Fasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1937 tentang Bea Perolehim 

Hak Atas Tanah dan Bangunan yang berbunyi : wajib pajak wajib membayar 

paj& yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya swat ketetapan pajak. 

Keterangan tersebut lebih diperjelas dalam penjelasan Pasal 10 Undang- 

undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 

Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang 

berbunyi: sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

adalah seZfassessment, dirnana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung 



dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dan melaporkannya tanpa 

mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Jadi dari keterangm di atas 

terlihat dalam ha1 ini wajib pajak dipercayakan untuk menghitung besarnya Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang hams dibayarkan sebagai &bat 

adanya perolehan hak atas tanah dan Sangunan atas peroleh hak karema jual beli. 

Menurut ~u t i no ,~*  pernungutan terhadap Bea Yeiolehan Hak atas Tan& 

dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Keblunen yang didasarkan atas admya 

peralihan hak atas tanah dm bangum yang disebabkan karena jua! beli 

dilakukan sesuai dengan ketenman yang terdapat dalm Undang-undang Nomor 

28 Thun  2009 tentang Pajak Daerah dm Reribusi Daerah juncto Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nonor 18 Tahun 2010 tentmg Eea Perolehan Hak 

atas Tmah dan Bangunan. Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah d m  

Banwan berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Sedangkan N-ilai Peroleha Objek Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut adalah : 

a. jual beli adalah harga transaksi; 
b. tukar menukar adaldl nilai pasar; 
c. hibah adalah nilai pasar; 
d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 
e. waris adalah nilai pasar; 
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f. pemasukan dalam peseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai 
pasar; 

g. pernisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar; 
h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar; 
i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutaii dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar; 
j. pemberian hak barn atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar; 
k. penggabungm usaha adalah nilai pasar; 
I. peleburan usaha adalah nilai pasar; 
m. pemekaran usaha adalah nilai pasar; 
n. hadiah adalah nilai pasar; ddz t au  
o. penunjukan pembeli dslam lelang adalah harga transaksi ymg 

tercantum dalam risalah lclang. 

Jika Nilai Peroleha Objek Pajak sebagahana dimaksud Pasal87 ayat (2j 

h w f  a sampai dengan huruf n ticlak diketahui atau lebih rexidah daripada NJOP 

yang digunakan dalam pengeI;aan Pajak B ~ m i  dan Bangunan pada tahun 

terjadinya perolehan, dasw pengenaan yang dipakai adalah NJO? Pajak Bumi dm 

Bangurian. Lebih lanjut Sutino m e ~ ~ ~ a t a k a n , ~ ~  dalam ha1 NJOP Pajak Bumi dan 

Bangunan belum ditetapkan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dm- 

Bangurian dapat didasarkan pada Swat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan 

Bangunan. Surat Keterangan NJOP Pajak Burmi dan Bangunan tersebut bersifat 

sementara dan dapat diperoleh di Kantor Pelaymm Pajak atau instansi yang 

benvenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling 

rendah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib 

Pajak. Sedangkan Tarif Eea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas 

perolehan hak karena jual beli ditetapkan sebesar 5% (lima persen). Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dda t au  Bangunan terutang dipungut di wilayah 

Kabupaten Kebumen tempat Tmah dda tau  Bangunan berada dengan diketahui 

oleh LurahKepala DesdPejabat Pembuat Alcta Tanah (PPAT)ATotaris dan Kepala 

Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara. 

Bea perolehm h& atas tanah dm atail bangunm karena pembdahan hak 

yang disebabkan admya junl beli hams diluilasi sebelum &a penindahan hak 

atas tanah dan atau bangunm ditandatmgani oleh PPAT. Pasal90 ayat (1) huruf a 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dar~ Retribusi 

Daerah menyebutkan bahwa saat tei-utangnya pajak Bes Pzrolehan Hak atas 

Tanah dda t au  Bangunan ditetapkan untuk jual beli adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatanganinya akta. Berdasarkan keterangan Pasal 90 ayat (I) huruf a 

tersebut terlihat bahwa ketika dibuat dan ditandatmgani akta jual beli dihadapan 

Perjabat Pembuat Tanah, maka sejak saat itu juga Pembeli sudah mempunyai 

kewajiban untuk membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari 

peralihan haknya tersebut. 

Pasal 91 ayat (I) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan 

bahwa Pejabat Pembuat Alcta TanzhiNotaris hanya dapat menmdatangani akta 

pernindahan Hak atas Tanah danlatau Bangunan setelah Wajib Pajak 



menyerahkan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan ketentuan sebagaimana 

tersebut, maka Wajib Pajak BPHTB harus sudah membayar pajak yang terutang 

sebelum akta jual beli tersebut diterbitkan atau ditandatangani oleh PPAT. Akta 

djsini sebagai buki telah terjadi jual beli tanah dan atau bangunan. Jika akta 

tersebut ditandatangani sebelum dilunasinya pajak BPHTB yang terutang, maka 

PPAT tersebut akan terkena s d s i  sesuai peraturan yang berlaku, yaitu saabi  

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 93 ayat (a) Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2009, yang berbunyi : 

"Pejabat Pembuat Akta TmaWNotaris dan kepala kant~r yang rnenlbidangi 
pelayanan 1elar.g negara, yang melaggar ketentuan sebagahma dim&sud 
dalam lasal 91 ayat (1) d m  ayat (2) dikenakan saxhi administratif berupa. 
denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima rams ribu rupial~) untuk setiap 
pelanggaran". 

Menurut Hari Budi ~antosa,4~ setelah Wajib Pajak mengetahui tentang 

telah timbulnya utang pajzk Bea Perolehan Hak Atas Tanah clan Bangunm -mtuk 

juai beli adalah sejaic tanggal di5uat dan dita~dgtanganinya akta, maka Wajib 

Pajak harus mengetahui bagaimana cara pefhitungannya. Disinilah peranan 

NotarisPPAT sangat dibutuhkan. Berdasarkan penelitan yang dilakukan, banyak 

Wajib Pajak yang tidak mengetahui proses dalam penghitungan BPHTB, 

sehingga mereka mempercayakan sepenuhnya masalah pen&tungan BPHTB 

kepada N O ~ ~ ~ ~ S I P P A T . ~ ~  Dalam tahap inilah terkadang timbul ketidakjujuran dari 

40 Wawansara dengan Hari Budi Santosa, Kasi Penagihan dan Evaluasi DPPKAD Kabupaten 
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Wajib Pajak, apabila nilai transaksi jual beli terlalu tinggi, Wajib Pajak meniinta 

kepada Notaris/PPAT untuk menurunkan nilai jual objek pajak dalam Akta Jual 

Beli agar pajak BPHTB yang dibayarkan menjadi sedikit. Berbeda halnya ketika 

nilai transaksi lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak dalam SPPT PBB, yang 

digblnakail sebagai dasar pengeaaan BPHTB adalah Nilai Jual Objek Pajak dalam 

SPPT PBB bahkan bisa jadi yang digunakan zdalah llilai pasar pada saat 

sekarang. Hal inilah yang memberatkan dari pihak Wajib Pajak, karena merelca 

mau tidak mau harus membayar BPHTB lebih besar dari nilai sebsnanlya. 42 

Cara nienghltung besarnya utang pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Banwnan yang harus dibayarkzn dapat berpedoinzn kepada ketentum dalam 

Undang-undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah clan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pasal 87 ayat (1 j Uadmg- 

undang Nomor 28 Tahun 2009 mznyebutkan bahwa dasar peagenaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah PJilai Perolehan Qbjek Pajak. 

Sedangkan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 

menyebutkan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan 

paling tinggi sebesar 5% (lima persen). Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

42 , Wawancara dengan Evaristus Ratri Kartika, Notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen, 2 Juni 2016. 
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Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 

. Pasal87 ayat (I) setelah d k a n g i  Nilai Pcrolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

sebagairnana dimaksud dalam Pasal87 ayat (6). 

Penjelasan Pasal 89 Undang-w.dang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan 

contoh penglutungan besarnya l~tang pajak Bea PeroIehan Hak Atas Tmah dan 

Bangunan sebagai berikut : 

Wajib Paja!! "A" membeli tm-ah dan bangman dzngim 
Wilai Perolehan Objek Pajak = RpS5.iiOO.COO,OO 
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak = &60.000.OC0.00 (-i 
Nilai Perolehm Objek Pajak Kena Pajak = Rp5.000.000,OO 
Pajak Yang Terutang - - 5% x Rp5.000.000,00 

= Rp250.000,OO 

Prosedur dan tata cara pembayaran BPHTB sebagai pelaksanaan Peraturan 

Daerzih Kahupaten Kebumen Nomcir 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan Bangunan, sebagai bedcut : 4' 

1. 'Wajib pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan membayar Pajak 

terutang denga menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB 

ymg telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan swat yang oleh Wajib 

Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang 

terutang ke BanWtempat lain yang ditunjuuditetapkan oleh Bupati sekaligus 

43 Wawancara dengan Tri Bagus Handoko, Kasi Verifikasi dan Validasi DPPKAD Kabupaten 
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untuk melapcrkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat 

Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar dengan perincian sebagai berikut : 

- Lembarl : ur,tuk Wajib Pajak 

- Lembar2 : untuk PPAT sebagai arsip 

- Lembar3 : untuk Kmtor Pertanahan sebagai lampiran 

permohonan pendaftaran 

- Lembar4 : untuk fbngsi pelayanan DPKAD sebagai larnpiran 

permohonan peneliiian SSP9 BPHTB 

- Lembar5 : mhk Bank yang d i tun jwas  Daerah sebagai arsip 

- Lembar 6 : -mtuk Bark ymg ditunjuk/Kas Dilei-ah sebagai 

laporan kegada D P W  

S~uat Setcran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB ini hams diisi dengan jeias, benw 

dan iengkap serta ditandatangani ole11 Wajib Pajak atau Kuasanya. 

2. Wsljib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang ditunjuWKas 

Daerah. Pembayaran Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak Ice Rekening Kas 

Umum Daerah atau ke Bendahara Penerimaan yang ditunjuk oleh Bupati 

sesuai waktu yang ditentukan dalam STPD, SSPD, SKPDKB, dan 

SKPDKBT. 

3. BanWKas Daerah yang ditunjuk menerima SSPD BPHTB dan uang 

pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak kemudian memeriksa 

kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian besaran nilai BPHTB 



terutang dengan uang pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak. Lembar 5 

dan 6 disimpan sedangkan lembar 1 - 4 diitembalikan ke Wajib Pajak. 

Wajib P ajak setelah melaksanakan kewaj ibannya membayar BPHTB, 

maka proses berikutnya adalah mengajukan permohonan peneliiian (verifikasi 

dan validasi) SSPD BPHTB ke Pelayman DPPKAD Kabupaten Kebumen. Proses 

verifikasi d m  validasi SSPD BPHTB merupakan proses pemeriksaan terhadap 

kelengkapan dokurnen dan kebenaran data terkait objek pajak ysuig ter- bantun 

daiam SSPD BPHTB. 

Lebih lanjut Tri Bagus Hmdoko rnenjela~kzn,~ demi kelancaran prosedur 

penelitian Sluat Set~ran Pajak Daerah (SSPD) BPXTB, U7ajib Pajak selaku 

penerima hak wajib menyiapkan dokumen peadukmg yang dibutuhkan untuk 

penelitian SSPD BPHTB. D o h e n  penddmg rersebut antara lain : 

1. SSPD BPHTB disertai Bukti Pembayaran BPHTB dari BanWKsls Daerah 

yang diturjuk bempa STSResi. 

2. Fotokopi identitas VJajib Pajak. 

3. Surat Kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan. 

4. Fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak, da!am ha1 dikuasakan. 

5. Fotokopi Kartu NPWP. 

Kemudian 'Najib Pajak mengisi formulir permohonan penelitian SSPD 

BPHTB dan menyerahkan formulir permohonan tersebut (lembar 1 sampai 

44 Wawancara dengan Tri Bagus Handoko, Kasi Verifikasi dan Validasi DPPKAD Kabupaten 
Kebumen, 30 Mei 2016. 
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dengan 4) serta dokumen pendukung kepada DPPKAD. DPPKAD menerima 

Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB (lembar 1 s/d 4) dan dokumen 

penduhng dari Wajib Pajak. DPPKAD kemudian mengajukan permintaan data 

terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohoilan Penelitian SSPD BPHTB . 

yang diterima kepada Fungsi Pengolahan Data dan hformasi DPPKAD. Fungsi 

Pengolaha Data dan Informasi DPPKAD kemudian memeriksa keberaran data 

yang tercantum dalam SSPD BPHTB dm- dohunen pendukung SSPD BPHTB 

berdasarkan data objek pajak. Dalam kondisi tertentu, DPPKAD Kabupaten 

Keb-men berhak melahkan penelitia ia~angan untuk inengecek kebenaran data 

sec.ara riil. Setelah semua kebenwan inforrnasi objek pajak d a l m  SSPD BPHTB 

dac kelengkapm dokumen pendukung terpenuhi, maka DPPKAI) 

menmdatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3 dm 3). DPPKAD mengarsip 

SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dohwnentasi dan menyerahkan SSPD BPHTB 

(lembar I ,  2,3) kepada Wajib Pajak. 

Cara Perhituilgan Pajzk, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18 T h u n  20 10 sebagai berikut : 

(1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif scbagaimana dimaksud d z l m  Pasal 8 
dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 
(1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) atau ayat (2). 

(2) Dalam ha1 Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan 
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya 
perolehan, besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
yang terutang dihltung dengan cara mengalikan tarif sebagaimaa dimaksud 
dalam Pasal 8 dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi 



Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana sebagaimana 
dirnaksud dalarn Pasal7 ayat (1) atau ayat (2). 

Dalam prakteknya nilai Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) ini bisa 

lebih besar atau lebih kecil dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Banyak faktor 

yang mempengaruhi nilai NPCr_P, seperti perkembangan yang luar biasa di suatu 

daerah dalam waktu singkat sehingga harga tanah meringkat dengan cepat. 

Daerah seperti ini nilai NPOP bisa jauh lebih besar dari NJOP. Jika nilai NPOF 

lebih besar dari NJOP maka yang dijadikm sebagai dasar pengenazn BPHTB 

adalah NPOP. Tapi jika NPOP lebih kecil dari NJOP maka yang dijadikan dasar 

lmtuk perhitu~igan BPHTB adalah NJOP. 

Apabila pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak dalam tahm berjalan 

tidak atau kurmg dibayar atau dari hasil penelitim SSPD terdapzt kehranga 

pembayaran Pajak sebagai &bat salah tulis dda tau  salah hitung, maka Bupati 

melalui DPPKAD dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPC). Surat 

Tagihan Paj& Daerah (STPD) adalah surat untuk melakukan taghim pajak 

dda t au  sanksi adrninistrasi berupz bmga danlatau denda. 45 

Judah  kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD ditambah sanksi 

adrninistrasif berupa bmga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu 

paling lama 15 (lirna belas) billan sejak saat terutangnya Pajak. SSPD yang tidak 

atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 

45 Wawancara dengan dari Budi Santosa, Kasi Penagihan dan Evaluasi DPPKAD Kabupaten 
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administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan d m  ditagih melalui 

STPD. STPD tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat 

ketetapan Pajak, 

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat 

membetulkan SSPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SWDLS 

yang dalam pznerbitannya terdapat kesalahm tulis dadatau kesalzhan hitung 

dadatair kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 

undangan perpajakan daerah. 

Badasarkan Pasal 27 ayat (2) PeraPxar: Daerah Ebupaten Keblmer 

Nolnor 18 Tahul2010 Bupati dapat pula : 

a. tnengurangkm atau menghapuskan s&i administratif berupa bungs, 
denda dan kenaikan pajak yang :erutmg men3rut peraturm perundang- 
undzngan perpajakan daerah, dalm ha1 sanksi tersebut dikenakan karena 
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan; 

b. mengurangkan atau membatalkan SSPG, STPD, SKPDKB, SKPEKBT, 
SKPDN, dan SKYDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasi! pemehaan  atslu ketetapan Pajak yang dilaksanaku: 

atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 
e. mengurangkan ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan 

kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek pajak. 

Pemungutan BPHTB yang dilaksanakan dengan sistem self assessment, 

memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk men&tung, 

memperhitunpkan, membayar sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan 

formulir SSPD BPHTB yang diperoleh oleh Wajib Pajak dari DPPKAD 

Kabupaten Kebumen. Tujuan sistem tersebut diharapkan pelaksanaan 



administrasi lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh Wajib 

Pajak. Untuk itu DPPKAD Kabupaten Kebumen memberikan sosialisasi kepada 

masyarzkat tentang pentingnya membayar pajak agar tidak terdapat tunggakan 

lagi. Sosialisasi merupakan salah satu bent& kegiatan yang dapat meningkatkan 

pernungutan BPHTB. 

E. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Serta Penyelesaian Terhadap 

Kendala-Kendala Yang Tirnbul Dalam Pelaksanaan Pemungnian Bea 

Perolehan Hak Atas Tailah Dan Bangunan Dalam Proses Jual Beii Tanah 

Dan Bangunan Di Kabupaten Kebnmen 

Undang-undang Nonor 2 1 Tahun 1997 sebagaimana ielah diubah dengan 

Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah da 

Bangunan menganut beberapa prinsip perpajakan yaitu pernungutan pajak 

BPHTB menggunakan sistem selJ' assessment. Seperti yang dikemukakan oleh 

para sarjana di muka, sistem selfassessment mengandung arti bahwa Wajib Pajak 

diwajibkan untuk rneilghltung, memperhitungkan, membayar sendiri dan 

melaporkan pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan 

perpajakan,46 sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan 

kepada Wajib Pajak. 

46 Munawir, Op.cit, hlm. 45. 



Pelaksanaan pernungutan pajak BPHTB dengan sistem selfassessment ini 

menuntut Wajib Pajak mengerti serta menguaszii tentang ketentuan-ketentuan 

perpajakan sebagairnana diam d a l m  peraturan perundang-undangan perpajakan 

yang berlaku, schingga dengan adanya sistern self assessment ini tidak menutup 

kemungkaan Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak 

tersebut. Kesulitari yang dihadapi oleh Wajib Pajak tersebut menuntut juga 

kesiapan dari pejabat pajsik u t u k  bersedia membantu Wajib Pzj& yang merasa 

kesulitan dalam pembayaran pajak, miszlnya kesulitan mengisi formulir 

pembayaran paj rk. 

Fomulir perpajakan yang :id& be@tu mudah untuk dipdiami, akan 

menyulitkan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak, karena sistem perpajakan 

ymg baru menerapkan sistem ~e~assessment  yang rnenuntut Wajib Pajak untuk 

aktif mengisi formulir iersebut. Gleh karena itu petugas pajak diharapkan dapat 

men,wangi tingkat kesulitan Wajib Pajak dengan cara membantu sebaik-baiknya 

terhadap Wajib Pzijak. Dengzn demikian rasa tanggung jawab Wajib Pajak tetap 

terjaga dalam memenuhi kewajibannya setiap akan membayar pajak. 

Sistem self assesment yang diberlakukan pada BPHTB tidaklah mudah 

dan mengandung banyak kelemahan. Salah satunya adalah sangat tergantung pada 

kejujuran wajib pajak, apabila wajib pajak tidak jujur, maka tidak mudah bagi 

petugas pajak untuk menfitung pajak yarig terutang sehingga benar. Apalagi 



masih terdapat kendala kerahasiaan bank d m  terbatasnya data transaksi keuangan 

pajak. 47 

Pembayaraii BPHTB yang dilahkan oleh wajib pajak dalam sistem 

seperti ini perlu verifikasi dan validasi oleh petugas pajak untuk rnengetahui 

kebenaran pembayaran yang telall dilakukan. Salah satu elemen yang yerlu di 

validasi adalah kebenaran dasar pengenaan BPHTB, yaitu Nilai Perolehan Objek 

Pajak (NPOP) yakni nilai terbesar antara nilai transaksi dan NJOP untuk 

penghitungan PBB. Narnun dalain prakteknya, ternyslta validasi yang dilakukan 

oleh DPKAD menimbulkan permasalahan baru. Validasi BPHTB oleh DPKAD 

dianggap menghambat dalam pendaftaran peralihan hak atas 

Pelaksanaan peraturan penmdang-undangail mengenai perpajakan yang 

berkaitan dengan jual beli atas tanah dan bangunan, rnembawa perubahan 

mendasar pada pelaksanaan tugas seorang PPAT. Waktu jatuh tenipo pembayaran 

PPh dan BPHTB hams telclh dibayar pada saat akla pengalihan atas tariah dan 

bangunan ditandatangani dihadapan PPAT. 

PPAT sebagai pejabat umuni yang mengesahkan terjadinya transaksi 

pengalihan hak atas tanah dan bang-man, dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB 

disyaratkan sebelurn menandatangani akta dipenuhi segala syarat-syarat termasuk 

di dalarnnya pembayaran pzijak-pajak. Sesuai dengan ketei~tuan pemndang- 

47 Wawancara dengan Hari Budi Santosa, Kasi Penagihan dan Evaluasi DPPKAD Kabupaten 
Kebumen, 30 Mei 2016. 
48 , Wawancara dengan Emi Komilawati, Nota~is dan PPAT Kabupatetl Kebumen, 31 Mei 2016. 



undangan yang berlaku, dalarn suatu pela.ksanaan jual beli tanah danlatau 

bangunan, penjual dan peinbeli setelah mencapai kesepakatan mengenai harga 

tanah dan atau bangunamya segera datang Ice kantor PPAT untuk melakukan jual 

beli dihadapan PPAT. Penandatanganan akta jual beli di hadapan PPAT ini tidak 

serta merta dapat dilaksanakan, karena PPAT terlebih dahulu harus melakukan 

pengecekan sertipikat asli ke kantor pertanahan yang benvenang dan 

mempersiapkan fonnillir SSP untuk pembayaran PPh dan formulir SSB untuk 

Pembayaran BPHTB. 49 

Berdasarkan hasil penelitian, bslnyak terjadi kendala-kendala dan 

hambatan--hambatan dalam pelaksanaan pernungutan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. Kendala-kendala dan hambatan-hambatan tersebut antara 

lain : 

1. Kurangnya sosialisasi mengenai tata cara pembayaran BPHTB ' kepada 

masyarakat sehingga masyarakat inasih membutuhkan jasa PPAT untuk 

membantu melakukan peinbayaran BPHTB secara langsung ke bank/kantor 

kas daerah yang ditunjuk. 

2. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih sangat terbatas pada kewajiban 

pembayaran pajak. 

3. Ketidakjujuran wajib pajak dalam mencantumkan nilai transaksi jual beli pada 

akta jual beli. Transaksi yang dilaporkan pada saat pengisian SSPD BPHTB 

49 , Wawancara dengan Evaristus Ratri Kartika, Notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen, 2 Juni 2016. 
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tidak sesuai harga transaksi yang riil tetapi sesuai dengan Nilai Jual Objek 

Pajak yang tertera pada SPPT PBB, padahal Nilai Jual Objek Pajak yang 

tertera pada SPPT PBB biasanya lebih kecil dari nilai transaksi yang riil. 

4. Kurangnya jumlah personil yalg al~li di DPPKAD. Jumlah personi.1 yang 

kurang mengakibatkan terbatastlya sosialisasi yang dilahkan dan 

mengakibatkan dalam pelaksanaan tugas sehari hari tidslk maksimal. 

5. Kendala yang timbul dari pihak bank/kantor kas daerah yang telah ditunjuk 

untuk menerirna peinbayaran BPHTB. Kendala ini terjadi karena adanya 

aturan-aturan yang begitu kaku yang telah ditetapkan oleh pihak bank dimana 

batas waktu penerimaarl penyetoran BPHTB adalah sampai pukul 1 1 .OO WTB, 

lewat dari itu tidak dapat lagi diterima meskipun antrian masih panjang. 

Kendals-kendala tersebut menirnbulkan nlasalah dalam pelaksanaan jual 

beli dan peralihan hak atas tanah. Sebelum rnelakukan penandatanganan Aka  Jual 

Beli, terlebih dahulu pihak penjual dan pembeli hams melakukan pembayaran 

pajak yang berkaitan dengan Jual beli tersebut. Faktor kejujuran wajib pajak 

dalam mencanturnkan nilai transaksi jual. beli pada akta jual beli sehausnya lebih 

diutamakan, karena dengan mei~cantumkan nilai trcmsaksi yang sebenarnya dalam 

akta jual beli, maka kepastian hukum mengenai harga transaksi akan tercapai. 

Narnun dalam prakteknya, banyak wajib pajak yang menginginkan agar nilai 

transaksi dalam &a jual beli dibuat sarendah mungkin agar pembeli tidak hams 

membayar pajak yang terlalu besar. 



Kendala lainnya yang sering dijumpai ndalah Pihak Bank tidak mau 

menerhna penlbayaran BPHTB dalarn proses pendebitarl dari Rekening 

Tabungan, meskipun telah niengisi formulir penarjkan pendebitan. Pihak Bank 

tetap meminta agar dilakukan setoran tunai terhadap pemhayaran pajak BPHTB 

tersebut. Adanya batas uraktu penyetoran yang ditetapkan oleh pihak bank sampai 

jam 11.00 WTB juga menjadi kendala tersendiri dalarn pelaksanaan jual beli. 

Belurn lagi ditentukan hanya Bank Persepsi saja yang boleh menerima 

pembayaran BPHTB. Jika saja pembayaran BPHTB dapat dilakukan di Bank 

mana saja, ha1 ini akan sangat membantu dan tidak menghambat pelaksanaan jual 

beli dan peralihm hak atas tanah. 50 

Pemerintah Kabupaten Kebumen dalain hal ini Dinas Pendapatan 

Pengelolaan I<.euangan dan As& Daerah ( D P P W )  Kabupa.ten Kebumen terus 

berupaya mengatasi hambatan-hambatan serta kendala-kendala d a l m  

pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Upaya- 

upaya yang sedang dan telah dilakulcan oleh Pemerintah. Kabupaten Kebumen, 

antara lain : 

1. Melaksanakan sosialisasi mengenai tata cara pembayaran BPHTB kepada 

masyarakat diantaranya dengan rnenerbitk'an banner-banner tentang BPHTB 

yang disebar di kantor pemerintahan dan kantor NotarisPPAT. 

50 , Wawancara dengan Evaristus Katri Kartika, Notaris &an PPAT Kabupaten Kebumen, 2 Juni 2016. 
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2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dengan 

melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. 

3. Bekerja sarna dengan NotarisIPPAT clalam menetapkan aturan peinbayaran 

BPHTB yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diaritaranya 

dengan mengajak NotarisPPAT apabila diminta menghitungkan RPHTB oleh 

pembeli agar mencanturnkan harga transaksi yang sebenarnya. 

4. Menetapkan suatu sanksi tefhadap penyelewengan/pelanggaran pembayaran 

BPHTB. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh PPAT yang melanggar 

ketentr~an penandatanganan akta sebelum dilakukan pernbayaran BPHTB 

akan dikenakan sanksi sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu 

rupiah) untuk setiap pelan.ggaran dan rnenerbitkan Surat Taghan Pajak 

Daerah (STPD) untuk 'melaku.kan tagihan pajak dan'atau sanksi administrasi 

berupa bunga dadatau denda kepada pembeli yar~g pembayara~i BPHTBnya 

tidak sesuai dengan ketentuan. 

Sementara ba.gi Pejabat Pernbuat Aha Tanah, untuk mengatasi kendala- 

kendala yang timbul dalam pelaksanaan peralihan hak karena jual beli berkaitan 

dengan pembayaran BPHTB dapat dilakukan dengan membuatkan akta Perjanjiar~ 

Pengikatan Jual Beli antara peiljual d m  pembeli. Aka pe rjanjian pengikatan jual 

beli ini dibuat agar dslpat memberikan kepastian hukum kepada pihak penjual dan 

pembeli, baik itu kepastian h u h m  tanggal tejadinya pembayaran atau transaksi 

dan kepastian j udah  harga jual. beli. 



Masalah lain akibat dari pelaksanaan pembayaran BPHTB adalah apabila 

pembayaran BPHTB belum dapat dilakukan sementara penjual atau pembeli 

hendak ke luar kota, maka NotarisIPPAT a1can membuatkan alcta perjanjian 

pengikatan jual beli serta akta kuasa, supaya jika pajak tersebut telah lunas 

dibayar dapat segera dilakukan akta jual beli dihadapan PPAT. Menurut Emi 

~omilawati", kendala pembayaran pajak BPHTB tersebut s u d h  lama terjadi dan 

tidak ada penyelesaiannya sehingga terkadang para klien yang diminta untuk 

membuat pengikatan jual beli tersebut tidak setuju dengan alasan harus 

mengeluarkan 2 (dua) kali pembayaran aka. 

Penyelesaian masalah karena penlbayaran BPHTB dapat dilaksanakan 

seaiidainya tempat pembayaran HPHTB tidak ditentukan hanya satu Bank 

persepsi akan tetapi dapat dilakukan di Bank manapun seperti halnya pembayaran 

YPh. Hal ini dapat dilakxkan agar tidak te rjadinya pengantrian paijang pada loket 

BPHTB di Bank Persepsi, di mana apabila batas waktu yang telah ditetapkan 

telah habis meskipun masih banyak nasabah yang mengantri tetap pembayaran 

BPHTB tersebut tidak dapat dilahkan, dan hams menunggu keesokan harinya. 

Pelaksanaan kebijakan pernungutan BPHTB oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuar~gan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen akan 

berhasil jika ada dukungan dari masyarakat lmgsung dalam ha1 ini Wajib Pajak 

BPHTB. Dukungan masyarakat adalah kemampuan masyarakat untuk 

51 , Wawancara dengan Emi Komilawati, Notaris dan PPATKabupate11 Kebumen, 31 Mei 2016. 



mendulcung atau tidak mendukung terhadap adanya kegiatan y-ang 

diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Keburnen. Dukungan 1nasyaraka.t dapat diartikan sebagai 

pa-tisipasi masyarakat atau wajib pajak dalam pelaksanaan kebijakan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan B a n p a n  

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi dalzm ha1 iili Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Ke~~angan clan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten ICebumen hmya 

lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran atau 

mengerjakan tugas-tugas pokok yang telah digariskan. Untuk dapat mengetahui 

tingkat keberhasilan suatu instmsi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi 

tersebut harus dapat diukur yang meliputj input (masukan), output (keluaran), 

outcomes (hasil), benefits (manfaat) dan impact.52 

- 
52 Mohammad Mahsun, Pengukuran Kinerja Ssktor A~hlik.  (Yogyakarta: BPFE, 2006), hlm. 77. 





BAB PI1 
ANALISIS KEPASTIAN HUKUM AKT.A JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH 
PPAT BERKAITAN DENGAN ADANYA KEWAJWAN VERIFIKASI DAN 

VALIDAS1 BPHTB OLEH PEMIERJNTAH KABUPATEN KEBIJMEN 

A. Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan kareoa jual beli. 

Yasal 1 ayat 42 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan : 

"Perolehan Hak atas Tanah dadatau. Barigunan adalah perbuatan atau 

peristiwa hukum yang inengakibatkan diperolehnya hak atas' tanah 

danlatau bangunan oleh orang pribadi atau Badan." 

Perolehan liak atas tanah dan bangunan terjadi karena adanya peralihan 

hak yailg meliputi peristiwa hukum dan perbuatali hukum yang terjadi antara 

orang atau badan hukulm sebagai subyek huk-um )rang oleh Undang-undang dan 

peraturan hukum yang berlaku diberikan kewenangan untuk memiliki hak atas 

tanah dm bangman, dan menurut hukurn peralihan hak te jadi karena dua hal, 

yaitu hak bera'lih clan hak dialihkan. 

Setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan kepada kantor 

Pertanahan untuk menjamin kepastian dan perliildungan hukum bagi pemegang 

haknya. Dalanl pendaftarail hak atas tanahnya memerlukan peranan Pejabat 

Pembuat .Akta Tanah (PP.4T). Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

lndonesia Nomor 24 Td~un 1997 rnenyebutkan bahwa setiap peralihan hak atas 

tmah dan hak rrilik atas satuan rulnah susur~ melalui jual beli, tukar menukar, 

hibah, pemasukan dalan~ perusahaan daxi perbuatan hukum pemindalian hak 



lainnya, kecuali pernindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengall akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yarlg berlaku. 

Jabatan PPAT menurut Peraturan Peinerintah Republik Indonesia Nomor 

37 Tahun 1998 pada dasarnya ine~npunyaj peranan yang sangat penting dalam 

pemeliharaan data pendaftaran tanah, yaitu ciei~gan membuat alat bukti mengenai 

telah tejadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang 

kemudian dijadikan dasar ui~tuk mei~daftar perubahan data yuridis yang 

diakibatkan oleh perbuatan h&~m itu. 

Pejabat Pembuat Alta Tanah membuat akta dari perbuatan hukum 

peralihan hak karena jual beli tersebut dengan bentuk, isi dan cara pernbuatanr~ya 

sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pernerintah Nomor 24 tahun 1997, 

Peraturan Pemerintah Nonior 37 tahun 1998 jo Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor I tahui 2006 dan Peraturan Menteri Negara 

AgrariaIKepala BPN Nomor 3 t&.un 1997. 

Dalam proses adrninistrasi penandatanganan sebuah aha  jual beli antara 

penjual dan pembeli dlhadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT 

mewajibkan kepada Wajib Pajak u t u k  menyerahkan bukti pembayaran atau 

pelunasan pajak BPHTB yang terhutang mclalui form Swat Setoran Pajak Daerah 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Rangunan (SSPD BPHTB) dan telah 

tervalidasi oleh pihak DPIWD. 



B. Kepastian Hukuni Akta Joal Beli Yang Dibuat Oleh PPAT Berkaitan 

Dengan Adanya Kewajiban Verifikasi Dan Validasi BPHTB Oleh 

Pemerintah Kabupaten Kebumen 

Peralihan hak atas tanah adalah perbuatan hukum pemindahan hak atas 

tanah yang dilakukan dengan sengaja supnya hak tersebut terlepas dari 

pemegangnya semula dan menjadi hak pihak lain.53 Sejak berlalcunya UUPA, 

peralihan halc atas tanah dapat dilakukan melalui jual beli, yenukaran, 

penghibahan, pemberian dengan wasiat, penlberian menurut adat dan perbuatan- 

perbuatan lain yang dirnaksudkm untuk rnemindahkan hak milik. Pembuktian 

bahwa hak atas tanah tersebut dialihkan, maka hams dibuktikan dengan suatu akta 

yang dibuat oleh dan dihadapan YPAT yaitu aha  jual beli yang kemudian akan 

dijadikan dasar pendaftarar~ perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 95 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri 

AgrariaIKepala Badaa Pertanahan Nasional Nonlor 3 Tahun 1997. 

Setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan kepada kantor 

Pertanahan untuk menjamin kepastiarl dan perliildungan hukum bagi pemegang 

haknya. Dalarn peildaftaran hak atas tanahnya memerlukan peranan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 37 ayat (1) Peraturarl Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa setiap peralihan hak atas 

tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, 

53 K. Wantjik Saleh, Hak Andu Atas Tanuh, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 15 



hibah, pemasukan dalam yerusahaan dan perbuatan hukurn pemindahan hak 

laimya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenarig menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Akta Jual Beli yang dibuat dihaclapan PPAT bertujuan mtuk memberikari 

kepastian hukum kepada penlegang hak atas suatu bidang tanah. Rerbuatan atau 

peristiwa hukum, pada saat, sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta, yang 

berarti utang pajak timbul hams didal~ului/diawali dengan perbuatan perolehan 

hak, bukan berarti pajak (BPHTB) dibayar dulu kemudian hak diperoleh. 

Pemungutan paiak secara umum baik pajak pusat maupun pajak daerah, seringkali 

terdapat hambatan atau kendala-kendala yang meleniahkan dalam pemungutan 

pajak, Kendala-kendala tersebut antara lain :54 

1. Peraturan pelaksanaan undang-undang yang tidak konsisten dengan undang- 

undangnya. Melaksanakan tax refoim lebih pelik dan makan waktu 

dibandingkan dengan ketika merailcang tax reform dalam undangundang, 

apabila peraturan pelaltsanaan yang dijadikan dasar dalam melaksanakan 

aturan hukum pajak tidak konsisten dengan undangundang, tentu akan 

mengakibatkan kendala yang fatal dalain pemungutan pajak. 

2. Kurangnya pembinaan antara pajak daerah dengan pajak nasional. Pajak 

daerah dan pajak ~lasional merupakan satu sistem perpajakan Indonesia, yang 

54 Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dnn Permnsalahanrtyu, (Bandung : Refika 
Aditama, 2009), hlm. 129-1 30. 



pada dasarnya men~pakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar 

kebijaksanaan perpajakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Sejalan 

dengan perpajakan nasional, malca penlbinaan pajak daercih haws dilakukan 

secara terpadu dengan pajak nasional. Pembinslan hams dilakukatl secara terus 

menerus, terutama mengenai objek dan tarif paja!cnya supaya antara pajak 

pusat dan pajak daerah saling melengkapi. 

3. Database yang masih jauh dari standar Internasional. Kendala lain yang 

dihadapi aparatur pa.& adalah database yang masih jauh dari stmdar 

internasional. Padahal database sangat menentukan unruk menguji kebenaran 

pembayaran pajak dengan sisiem self-assessment. Persepsi masyarakat, bahwa 

banyak datla yang dikumpulkal ole11 pemerintah digunakan secara boros atau 

dikorup, juga menimbulkan kendala untuk meningkatkan kepatuhan pembayar 

pajak. Rerbagai pungutan resrni dan tidak resmi, baik di pusat maupun di 

daerah, yang membebani masyarakat juga ineninlbulkan hambatan untuk 

menaikkan penerimaan pajak. 

4. Lemahnya penegakan huhxm (law enforcement) terhadap kepatuhan 

membayar pajak bagi penyelenggara negara. Law enforcement inerupakan 

pelaksanaan hukuni oleh pejabat yang bemenang di bidang hukum, misalnya 

pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakin1 dan sebagainya. Tidak kalah 

penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya 

badan pemerintahan di bidang peipajakan) dalam melakukan pemeriksaan 

teshadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. 



Seharusnya bila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkar~ good 

governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih. 

Verifikasi menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 201 1 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpaj akan. 

adalal~ serangkaian kegiatan pengujian pemenuban kewajiban subjektif dan 

objektif atau penghibingan dan pembayarail pajak, besdasarkan permohonan 

Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau 

diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan 

pajak, menerbitkanlmenghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dadatau 

mengukuhkadmencabilt pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

Prosedur penelitian Surat Seioran Pajak Daerah BPHTB merupakan 

proses veiifikasi kelei~gkapai dokurnen dan kebeiman data terkait objek pajak 

yang tercantum dalam Swat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini 

dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan 

menggunakan Swat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui BankIKantos Kas 

Daerah yang ditunjuk. Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan 

oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan Yengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupatcn Kebumen. Wajib Pajak selaku Penerima Hak 

merupdcan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi 

Pelayanan atas Swat Setoran Pajak Daerah BPHTB BPHTB yang telah 

dibayarkar~. . . 



Pembayaran BPHTB yang dilakukan oleh wajib pajak dalam sistem self 

assessment perlu validasi oleh petugas pajak untuk mengetahui kebenaran 

pembayaran yang telah dilakukan. Salah satu elemen yang perlu di validasi adalah 

kebenaran dasar pengenaail BPHTB, yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) 

yakni nilai terbesar antara nilai transaksi dan NJOP untuk penghitungan PRB. 

Namun dalam prakteknya, ternyata validasi yang dilakukan oleh DPKAD 

menimbulkan permasalahan baru. Validasi BPHTB oleh DPKAD dianggap 

menghambat d a l m ~  pendaftaran peralihan hak atas tanah. 

Fungsi Pelayanan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen merupakan pihak yang melneriksa 

kebenaran infonnasi terkait objelc pajak yang tercantum dalam Surat Setoran 

Pajak Daerah BPHTB. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak 

terpenuhi maka Fungsi Pelayanan DPPKAD akan menandatangani Surat Setoran 

Pajak Daerah BPHTB. Data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen 

pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan 

Data Dan Infonnasi. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

(DPPKAD) Kabupaten Kebunlen dalam kondisi te~tentu berhak melakukan 

penelitiim langsung ke lapangan untuk mengecek kcbenaran data secara riil. 

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak d a l m  SSPD BPHTB dan 

kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi. maka Fungsi Pelayanan 

menanclatangani SSPD BPHTB. 



Verifikasi dan validasi atas Nilai Perollehan Objek Pajak yang tercantum 

dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dapat menyebabkan harga transaksi 

yang disepakati oleh peiijual dan pembeli dikoreksi oleh Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Iceuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kebumen selaku 

aparatur pajak. Akan tetapi proses koreksi tidak mengunakan Surat Ketetapan 

Fajak sebagai bentuk representasinya. 

Dinas Pendapatan Pengelo1a.m Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Kebumen selaku ayaratul- pajak dalam ha1 verifikasi dan validasi 

tersebut secara de facto dapat mengamllir kesepakatan penjual dan pembeli dalam 

menentukan harga transaksi. Harga transaksi yang disepakati oleh penjual dan 

pembeli dapat dikoreksi oleh DPPKAD. Dalam prakteknya di lapangan, 

penentuan Nilai Perolehan Objek Pajak atas pesalihan hak atas tanah dan 

bangunan tei-utama untuk perbuatan llukurn yang berkaitan dengan jual beli 

adalah mengacu pada kesepakatan para pjhak dalam jual beli. Hal ini menja.di 

masalah ketika nilai transaksi jual beli tersebut 1:idak sesuai dengan apa yang 

dikehendaki atau yang diinginkan oleh DPPKAD terutama untuk nilai transaksi 

yang nilainya kecil sehingga DPPKAD tidak dapd menarik pajak BPEITB 

tersebut. 

Penentuan harga transaksi oleh UPPICAD pada dasarnya akan menyalahi 

esensi dari perjarGian jual beli. Kedudukan DPPKAD Kabupaten Keburnen dapat 

dianggap sebagai pihak yang turut merniliki ltepentingan dalan~ suatu jual beli. 

Kesepakatan harga transaksi tidak hanya ditentukan oleh pihak penjual dan 



pembeli akan tetapi juga oleh aparatur pajak dalam ha1 ini DPPKAD. Harga 

transaksi merupakan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang tunduk pada 

pasal 1320 dan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukun~ Perdata. Kesepakatan 

sebagai salah satu kompone~i dalarn penenturn besarnya BPHTB yang harus 

ditang,oung, merupakan kunci bagi tejadinya transaksi yang kemudian 

disahkan/dilegalkan dengan pembuatan akta oleh PPAT. Berdasarkan kesepakan 

maka diupayakan agar masing-masing pihak mei~dapatlcan manfaat dari hal-ha1 

mereka kerjakan. 

Jual beli pada dasarnya adalah kesepakatan para pihak, sedang dengan 

adanya verifikasi dan validasi mengenai Nilai Perolehan Objek Pajak dalam jual 

beli alcan membuat perjanjian jual beli tersebut dibuat bukan karena adanya 

kesepakatan para pihak akan tetapi paksaan dari instansi pemerintah, ha1 itu juga 

dapat dikatakan ada interveilsi negara terhadap hak pribadi warga negara. Akibat 

dari penentuan NPOP oleh DPPKAD tersebut beiimbas pula pada tugas atau kerja 

PFAT dalam membuat akta jual beli, lcarena dengan demikian nilai transaksi 

dalam akta jual beli tersebut tertulis bukan kesepakatan para pihak. 

Proses verifikasi dan validasi SSPD RPHTB oleh DPPKAD jugs 

memerlukan waktu yang tidak singkat sehingga sangat memgikan para pihak. 

Sebagai contoh apabila ada salah satu pihak memnggal dunia sedangkan para 

pihak belum menandatangani ak.ta PPA'I' sebagai bukti otentik atas peralihan hak. 

Hal tersebut akan menimbulkan pernasalahan dike~nudian hari terutama apabila 

ahli waris dari yihak yang menziiaggal tersebut tidak sepakat untuk melanjutkan 



perjanjian jual beli tersebut. Veiifikasi dari validasi tersebut juga menimbulkan 

permasalahan lain apabila transaksi juaI beli texsebut dilakukan pada waktu atau 

hari yang bukan menjadi hari kerja pada DPPKAD Kabupaten Kebumen. 

Meskipun untuk mengatasi permasalahan tersebut para pihak dapat membuat 

suatu kesepakatan yang dituangkan dalam akta peiikatan sebagai alternatif 

sementara, namun terkadang para pihak dalam akta jual beli tidak mau 

melaksanakannya dikarenakan aka11 meiiambah biaya yang diperlukan untuk 

peralihan hak atas tanah danlatau bangman t e r ~ e b u t . ~ ~  

Pejabat Pembuat Aka Tanah bertugas mmcatat, mendengar dan melihat 

apa yang ia ketahui mengenai pe janjian yang d.ibuat oleh para pihak dalam akta 

jual beli. Alcta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut mempunyai akibat 

hukum seandainya terdapat sengketa para pihak terutama inengenai rpasalah 

harga transaksi yang dimasukkan serta w d m  pelaksanaan penandatanganan akta 

jual beli. Apabila terdapat pembatalan akta jual tersebut pengadilan akan 

memerintahkan penjual untuk mengembalikan ualig penjualannya tersebut sesuai 

dengan yang tertulis dalam peljanjian tersebut. Hal itu juga sebagai celah hukuni 

yang melemahkan tugas PPAT karena pejanjlan yang dibuat dihadapan PP.AT 

tidak dibuat secara sah karena dapat lnenguntungkan salah satu pihak.56 Selain 

masalah tersebut diatas, peneiituan nilai transaksi dalam NPOP BPHTB oleh 

DPPKAD juga dapat menjadi ajmig konlpsi, kolusi dan nepotisme aparat yang 

55 , Wawancara dengan Emi Koinilawati, Notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen, 31 Mei 2016. 
56 , Wawancara dengan Emi Komilawati, Notaris dan PPAT Kabupaten Kebumen, 3 1 Mei 2016. 



menanganinya supaya wajib pajak tidak terkena pajak BPHTB asal mau 

membayar atau berkenja sama dengan aparat tersebut. 

Sehubungan dengan kt1 tersebut maka Badan Pertanahan Nasional 

menerbitkan Surat Edaran Kepala Badaii Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor. 5/SE/N/2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Atau Peralihan Hak 

Atas Tanah Terkait Dengan Pelaksanaan Undang-undang Nornor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan tidak ~nempersyaratkannya 

proses validasi atau pengecekan tanda bukti eetoran RPHTB di Dispenda 

sehingga surat edaran iili dikeluarkan untuk percepatan dalam ha1 validasi. 

Namun pada kenyatamnya Kantor Pertarnahan Kabupaten Kebumen belum dapat 

menerapkan Surat E d a m  dirnaksud dengan slasarl Surat Edaran KE3PN iidak 

dapat diberlakukan, dan atas pennintaan daii DI'PKAD Kabupaten Kebumen 

validasi tetap dilakukan agar dapat diketahui nilai pajak ymg telah dibayarkan 

ole11 wajib pajak sehii~gga Pemerintah Kabupaten Banyuinas dapat 

mengintensifkan peneiimaan pajak dari sektor BYHTB. 

Proses validasi yang dilaksanakan oleh DPPKAD Kabupaten Kebunnerl 

selama ini meinbuat waktu proses pendaftman tanah menjadi lebih panjang. 

Seinentara itu bu~xknya pelayanan publik selama irni menjadi salah satu variabel 

penting yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Perbaikan pelayanan publik nlutlak diperlukan, agar pandangan 

masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki. Perbaikan kualitas pelayman 

publik yang semakin baik, dapat meinpengaruhi lcepuassm masyarakat, sehingga 



masyarakat menjadi sadar akan pentiilgnya membayar pajak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangarl. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan 

verifikasi dan validasi oleh DPPKAD Kabupaten Kebumen merlyebabkan 

lemahnya kepastian hukum terhadap akta jual beli. Lemalmya kepastian hukurn 

tersebut disebabkan karena adanya proses verifikasi dan validasi yang terkadang 

dapat n~enganulir harga transaksi dalarn akta jual beli yang sudah menjadi 

kesepakatan pihak penjual dm pembeli. Kewajiban wajib pajak untulc melah~kan 

verifikasi dan validasi terhadap NPOP BPHTB juga menyebabkan terhambatnya 

pelaksanaan penandatanganan &a jual beli dan pendaftarm peralihau hak atas 

tanahnya. Penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang 

berbunyi Pejabat Pembuat Akta TanahNotaris hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan Hak atas Tanah clanlatau Bangunan setelah Wajib Pajak 

menyerahkm buki pembayaran pajak mempurlyai makna bahwa berapapun 

BPHTB yang dibayarkan oleh pembeli, malia para pihak dapat tetap 

melangsungkan peralihan haknya sepanjang telah melampirkan bukti pembayaran 

pajaknya (BPHTB). 

Dinas Pendayatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Keburneil dalam melaksanakan tugas dan hngsinya hendaknya harus 

tetap dalam aturan hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila menurut pendapat 

DPPKAD NJOP PBB jrang dijadikan dasar dalarn penentuan nilai transaksi jual 



beli tidak sesuai, maka hams dilakukan perubahan atau penyesuaian atas NJOP 

PBB sesuai dengan nilai riil di lapangan, tidak dengan verifikasi dan validasi di 

lapangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta jual beli. 

Proses penentuan besaran BPHTB yang melibatkan berbagai pihak 

memerlukan keselarasan atau sinergi dalam pelal<sanaa.nnya, agar semua berjalan 

dengan baik dan lancar. DPPKAD sebaga.i lembaga/dinas di Pernerintahan Daerah 

boleh sajabempaya mendapatkan peinasukadpendapatan daerah dari proses 

peralihan hak atas tanah, tetapi mereka hanls menliliki sumber daya manusia yang 

berkualitas agar dapat melakukan proses verifikasi dan validasi dengan cgat .  

DPPKAD perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui penyuluhan bagi 

pemahaman masyarakat tentang proses yang hams dilalui pada pendaftaran dan 

peralihan hak atas tanah. Pada pihak lain PPAT dalam tugas membuat akta 

yang berkaitail dengan peralihan hak atas tanah Eerlcaitan langsung dengan para 

pihak atail masyarakat yang menghadap hendaknya dapat meinberikan 

pemahaman tentang proses d m  besaran pajak yang hams ditanggung, selain 

mempunyai kewajibm untul: segera mendaftarkan alcta yang telah dibuat 

berdasarkan undang-undang. Selain itu masyarakat atau para pihak yang 

melakukan transaksi atau kesepakatan tentang pendaftaran atau peralihan hak atas 

tanah, hendaknya meinpunyai kesadaran tentang beban atau pajak yang hams 

ditanggung, serta hams mempunyai kejujuran atas nilai atau harga yang telah 

disepakati. 



BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengenaan Bea 

Perolehan Halc atas Tanah dan Bangunan dalam proses jual beli tanah dan 

bangunan di Kabupaten Kebumen tersebut maka dapat diperoleh suatu 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam 

proses jual beli tanah dan bangunan di Kabupaten Kebumeil dilaksanakan 

dengan sistem selfasses~nzent yang meinberilan kepercayaan kepada Wajib 

Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, meinbayar sendiri pajak yang 

terhutang dengan nlenggunakm formlalir SSPD BPHTB yang diperoleh oleh 

Wajib Pajalc dari DPPK4D Kabupaten Kebumen. Penenbran nilai jual atas 

tanah dalam BPHTB sldalah herdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2009 dan Peraturan Daerdl Kabupaten Kebumen Nomor 18 Tahun 2010 

dimana nilai jual atas tanah dalam BPHTB adalah berdasarkan nilai transaksi 

yang terjadi atas jual beli sesuai dengan kwitansi atau sebagaimana tercantum 

dalam Akta Jual Beli atau sesuai bukti otentik lainnya yang dapat 

dipertanggungjawabkan oleh Wajib Fajak. Verifikasi terhadap penerimaan 

BPHTB oleh DPKAD dilakukan setelah Wajib Pajak melakukan melakukan 

pembayaran di Bank/Kas Daerah yang ditunjuk. Verifikasi disini 



dimaksudkar~ untuk memonitor kebenaraii Wajib Pajak dalam n~enghitung 

pajaknya. Proses veiifikasi terhadap penerimaan BRHTB oleh DRKAD ini 

seringkali menimbulkan masalah bagi pelaksmaan peildaftaran peralihai hak 

karena jual beli, karena dengan adanya peiientuan besaran BPHTB yang hams 

dibayarkan ini DRKAD dianggap melakukan inte~vensi terhadap penentuan 

nilai transaksi jual beli dalam Akta Jual Beli. 

2. Keiidala-Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan 

Hak atas Tandi dan Bangunan diai~taranya kurangnya sosialisasi mengenai 

tata cara pembayaran BPI-I'rB kepada masyarakat, tingkat kesadaran 

masyarakat yang masih sangat terbatas pada kewajiban pembayaran pajak, 

ketidakjujuran wajib pajak dalam mencantumkan nilai transaksi jual beli pada 

akta jual beli, kurangnya jumlah personil yang ahli di DPPKAD serta kendala 

yang timbul dari pihak banMkantor kas daerah yang telah ditunjuk untuk 

menerima pembayaran BPHTB dapat diselesaikan dengan upaya-upaya 

diantaranya dengan melaksanakar~ sosialisasi mengenai tata cara pembayaran 

BPHTB kepada masyarakat agar nieniiigkatkan kesadaran masyarakat untuk 

membayar pajak, bekerja sama dengan NotarisPPAT dalam menetapkan 

aturan pembayaran BRHTB yang sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan serta menetapkan suatu sanksi terhadap penyelewenganl 

pelanggaran pembayaran BPHTB. 

3. Kegiatan verifikasi dan validasi oleh DPPKAD Kabupaten Kebumen 

menyebabkan lemahnya kepastian hukum terhadap akta jual beli. Lemahnya 



kepastian hukum tersebut disebabkan kirena adanya proses verifikasi dan 

validasi yang terkadang dapat inenganulir harga transaksi dalam akta jual beli 

yang sudah, menjadi kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Kewajiban wajib 

pajak untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap NPOP BPHTB juga 

menyebabkan terharnbatnya pelaksanaail penan.datanganan akta jual beli dan 

pendafiaran peralihan hak atas tanahnya. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan sebagairnma tersebut di atas maka ada beberapa 

ha1 yang penulis sarankan dalam upaya pelaksanaan pengenaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Rangunan dalam proses juiil beli tanah dan banpnan di 

Kabupaten Kebumen : 

1. Pemerintah Daerah sehmsnya memperhatikan beberapa aspek dalam 

menerbitkan peraturan-peraturan atau kebi.jakan-kebijakan tentang Bea 

Perolehan Hak atas Tanall clan Bangunan, aspek-aspek tersebut diantaranya 

kondisi objek p a j k  dan kondisi masyarakat agar aturan-aturan atau kebijakan- 

kebijakan tersebut bermanfaat dan tidak memberatkan kepada masyarakat. 

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dail Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Kebunlen dalam penentuan kebijakan pemungutan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan hams bekerja sama dengan NotarisJPPAT 

maupun Kantor Pertanahan setempat. 



3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Kebumen harus melakukan sosialisasi mengenai pembayaran Bea 

Peroleha1 Hak atas Tanah dan Rangunan kepada masyarakat. Hal ini 

diperlukan untuk meningkatkan kesadaran m.asyarakat dalam membayar pajak 

atas transaksi jual beli yang telah mereka lakukan. 
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